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RINGKASAN

Perbuatan atau tindakan hukum berupa pendaftaran tanah yang berasal dari
pemindahan hak yang berupa jual beli harus didahului dengan pembuatan akta
jual beli tanah dan disahkan oleh seorang pejabat yang disebut PPAT. Melihat
peran dari PPAT dalam melaksanakan tugasnya tersebut berdasarkan pada PP No.
37 Tahun 1998, dalam hal ini PPAT merupakan pejabat umum yang membantu
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan sah atau
tidaknya akta pemindahan hak atas tanah atau dengan kata lain PPAT dapat
dikatakan sebagai pejabat yang melaksanakan urusan tugas pemerintahan yang
berupa rangkaian proses pendaftaran hak atas tanah, karena tanpa adanya akta dari
PPAT maka tanah yang bersangkutan itu tidak dapat didaftarkan pada Kantor
Pertanahan Kabupaten atau Kota. Dari uraian tersebut di atas dalam tulisan ini
dapatlah diangkat permasalahan, apakah PPAT merupakan Pejabat Tata Usaha
Negara, dan akta PPAT dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha
Negara.

Permasalahan yang akan diteliti dalam tesis ini antara lain Apakah
Perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk dalam kualifikasi sebagai
Pejabat Tata Usaha Negara, Apakah rasio decidendi putusan pngadilan yang ada
memberikan alasan pembenar terhadap kualifikasi akta PPAT dalam kategori
sebagai keputusan tata usaha negara dan Bagaimana konsep pengaturan ke depan
agar Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini Camat memiliki kepastian status
hukum sebagai Legal Standing dalam sengketa Tata Usaha Negara. Metode
penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yaitu yuridis normatif.
Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan
konseptual dan pendekatan kasus.

Hasil dari hasil penelitian tesis ini yaitu (1) Kualifikasi Perbuatan Pejabat Tata
Usaha Negara sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah bukan termasuk pada
perbuatan pejabat tata usaha negar. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam
menerbitkan akta hak atas tanah atas hanya berdasarakan atas kepentingan atau
inisiasi kedua belah pihak, bukan atas kewenangan yang ada pada dirinya.
Berbeda dengan pejabat TUN dalam menerbitkan KTUN atas inisiasi dan
wewenang pada dirinya, karena itu PPAT dalam menerbitkan akta tanah bukan
merupakan pejabat publik yang memiliki legal standing dalam sengketa TUN.
Kenyataan demikian diperkuat dengan Putusan Nomor
22/PUT.TUN/1993/PTUN.SBY. Dengan demikian dapat dipahami bahwa
kualifikasi PPAT dalam hal ini perbuatannya bukan merupakan perbuatan pejabat
tata usaha negara. (2) Kualifikasi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Berdasarkan
Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Putusan
Nomor Putusan Nomor 34 PK/TUN/2001 dan Putusan  Nomor
22/PUT.TUN/1993/PTUN.SBY dan adalah akta tersbut tidak dapat dijadikan
obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dikarenakan bahwa
Akta PPAT bukan suatu akta yang dilahirkan berdasarkan perbuatan hukum
publik akan tetapi di lahirkan berdasarkan hukum perdata, sehingga akta PPAT
tidak dapat digolongkan sebagai suatu beschikking yang bersifat sepihak dan
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bersifat hukum publik sehingga akta PPAT bukan merupakan suatu beschikking,
karenanya akta PPAT tidak dapat dijadikan obyek sengketa di peradilan tata usaha
negara sekalipun PPAT berfungsi pada saat itu sebagai pejabat tata usaha negara.
Andaikan dikatakan bahwa perbuatan mengesahkan akta tersebut merupakan
produk hukum yang telah dituangkan dalam bentuk beschikking, akan tetapi
beschikking yang demikian tetap sebagai perbuatan hukum perdata yang tidak
bersifat sepihak dimana PPAT tidak bisa memaksakan para pihak yang terkait
dalam keputusannya, maka disinilah letak karakter hukum perdatanya akta yang
dibuat oleh PPAT, hal ini secara tegas disebutkan di dalam Pasal 2 Huruf a UU
Nomor 5 Tahun 1986. (3) Pengaturan ke Depan Legal Standing Pejabat Pembuat
Akta Tanah dalam sengketa Tata Usaha Negara adalah harus berorientasi pada
tujuan hukum yang mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Konsep
semacam ini harus tercermin dalam ragam regulasi yang mengatur tentang PPAT
sehingga dapat diperoleh kepastian tentang status hukum PPAT berikut
kewenangannya sebagai tenaga bantu BPN.

Rekomendasi penulis dalam penelitian tesis ini adalah Atas pertimbangan
dan kepastian konsistensi hukum seharusya dalam kerangka ius konstitiendum
perlu diatur secara berkepastian bahwa produk PPAT sebagai pejabat tata usaha
negara, akta yg dibuat seharusnya linier dengan otoritas pejabat yang membuat.
Dan Wujud dari saran berdasarkan angka satu diatas, patut ditindaklanjuti dengan
melakukan revisi atau penambahan ketentuan menyangkut peraturan terhadap
PPAT terkait dengan penegasan akan keberadaan PPAT sebagai pejabat TUN dan
produk akta yang dibuat.
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SUMMARY

The act or legal action in the form of registration of land derived from the
transfer of rights in the form of sale and purchase must be preceded by the
making of the deed of sale and purchase of land and legalized by an official called
PPAT. Seeing the role of PPAT in carrying out its duties is based on PP. 37 of
1998, in this case PPAT is a general officer who assist Head of Land Office of
Regency / City related to legality or not transfer of land rights or in other words
PPAT can be regarded as an official doing governmental tasks in the form of
series of rights registration process on the land, because without any deed of the
PPAT the relevant land cannot be registered at the Land Office of the Regency or
City. From the above description in this paper can be raised the issue, whether
the PPAT is the State Administrative Officer, and PPAT deed can be the object of
dispute in the State Administrative Court.

Issues to be examined in this thesis include whether the Land Deed
Authority Officers may be positioned as Legal Standing in the State
Administrative Dispute, Is the Deed made by the Land Deed Authority can be
categorized as the State Administration Decision and How the concept of future
arrangements for the Creator Official The Land Deed has certainty of legal status
as Legal Standing in State Administration dispute. The research method used in
writing this thesis is juridical normative. The problem approach uses a statutory
approach, a conceptual approach and a case approach.

The result of this thesis research is (1) Legal Standing Official of Deed of
Land In State Administration Dispute is that the Deed of PPAT is not a deed
which is born based on the act of public law but is born based on civil law that is
buying and selling so that PPAT deed cannot be classified as a one-sided and
public-legal beschikking, therefore the PPAT deed cannot be the object of the
Dispute in the State Administrative Court even though the PPAT functions at that
time as the Administrative Officer of the State. Suppose it is said that the act of
legalizing the purchase of the land is a legal product that has been poured in the
form of beschikking, but such beschikking remains as a civil law act of unlawful
and unilateral sale (pedestal) in which PPAT cannot impose the buyer and the
parties the seller in his decision, then this is where the character of the legal
status of the deed of sale and purchase made by PPAT, this is explicitly mentioned
in Article 2 letter a Law 5 Year 1986. Thus it can be understood that the PPAT
does not belong to the category as TUN officials so therefore cannot be positioned
as a legal standing. (2) Official Deed of Land Deed Officer in Perspective of
Decision of State Administration cannot be the object of dispute in State
Administrative Court, since the PPAT Deed is not included in State Administrative
Decree or Beschikking as meant in Article 1 point 9 and Article 2 letter a Law No.
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(3) The Concept of Forwarding on Officials of the Land Deed Authority should be
oriented to the legal objectives that reflect certainty, fairness and usefulness. Such
a concept should be reflected in the various regulations governing the PPAT so as
to obtain certainty about the legal status of PPAT and its authority as auxiliary
BPN.

The recommendation of the author in this thesis research is In order to build
legal certainty about the legal status of PPAT, it is deemed important and
fundamental to be revised on the regulation of PPAT in various regulations in the
hope of not creating multi interpretation of PPAT status and concrete form to
build legal certainty as number 1 on this section of advice is to formulate
explicitly the meaning of 'help" in the context of setting up tasks assisting BPN.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah mempunyai peranan yang penting dan strategis bagi kehidupan
manusia. Tanah dalam suatu negara tidak bisa dimiliki, dikuasai dan digunakan
secara bebas oleh masyarakat, akan tetapi terikat dengan ketentuan yang
ditetapkan oleh pemerintah atau negara selaku penguasa hak secara umum.
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI
Tahun 1945) mengatur tentang penguasaan tanah secara umum di dalam Pasal 33
ayat (3) yang menyebutkan bahwa “Bumi dan Air dan kekayaan alam yang
terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat”. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan peraturan
yang secara khusus mengatur mengenai pertanahan yaitu dengan menerbitkan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor
104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria yang lebih populer dengan nama Undang-Undang Pokok Agraria
(UUPA) dengan tujuan untuk memberikan jaminan serta perlindungan atas hak-
hak warga negaranya.

Sejak berlakunya ketentuan UUPA, maka perbuatan hukum jual beli tanah
tidak lagi dibuat di hadapan Kepala Adat atau Kepala Desa secara dibawah

tangan, melainkan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu seorang Pejabat
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Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT) atau Pejabat Pembuat Akta
Tanah Sementara (PPAT Sementara) apabila suatu daerah Kecamatan belum
diangkat seorang PPAT.

Secara historis ketentuan mengenai keharusan peralihan hak atas tanah oleh
para pihak yang dibuktikan dengan akta PPAT pada awalnya bersumber dari
UUPA vyaitu dalam Pasal 19 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa: “Untuk
menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh
wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan
Peraturan Pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat tersebut
menunjuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 (Lembaran Negara
Tahun 1961 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2171) tentang
Pendaftaran Tanah (selanjutnya disebut PP No. 10 Tahun 1961) yang merupakan
peraturan pelaksanaan dari UUPA.

Menurut PP No. 24 Tahun 1997 eksistensi atau keberadaan mengenai PPAT
dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7. Pasal 5 menyebutkan
bahwa: “Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional”.
Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) “Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran
tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah
dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang
oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan
ditugaskan kepada Pejabat lain; ayat (2) Dalam melaksanakan pendaftaran tanah,

Kepala Kantor Pertanahan dibantu oleh PPAT dan Pejabat lain yang ditugaskan


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah ini
dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”.

Pasal 7 Ayat (1) “PPAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2)
diangkat dan diberhentikan oleh Menteri; ayat (2) Untuk desa-desa dalam wilayah
yang terpencil Menteri dapat menunjuk PPAT Sementara; ayat (3) Peraturan
jabatan PPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Pemerintah tersendiri”. Selanjutnya masih dalam PP yang sama yaitu PP No. 24
Tahun 1997 bahwa keharusan peralihan hak atas tanah termasuk jual beli tanah
oleh para pihak dihadapan PPAT diuraikan dalam Pasal 37 ayat (1) yang
berbunyi: “Peralihan hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun
melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan
perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui
lelang, hanya dapat didaftarkan, jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”.

Mengingat pentingnya fungsi PPAT maka perlu kiranya diadakan peraturan
tersendiri yang mengatur tentang PPAT. Barulah pada tanggal 5 Maret 1998,
pemerintah menerbitkan peraturan khusus mengenai PPAT yaitu Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 1998;
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3746) tentang Peraturan Jabatan Pejabat
Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PP No. 37 Tahun 1998). PP No. 37
Tahun 1998 ini merupakan landasan hukum terhadap eksistensi atau keberadaan

PPAT yang berlaku saat ini. Peraturan pelaksana dari PP No. 37 Tahun 1998 yaitu
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Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 (selanjutnya
disebut Perkaban No. 1 Tahun 2006) tentang Peraturan Jabatan PPAT yang
kemudian dirubah dengan Peraturan Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2009 (selanjutnya disebut Perkaban No. 23 Tahun 2009).

Menurut Pasal 1 angka (1) PP No. 37 Tahun 1998 yang dimaksud dengan
PPAT adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta
otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak
Milik Atas Satuan Rumah Susun. Tugas pokok PPAT dalam hal ini adalah
melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai
bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau
Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran
perubahan data pendaftaran tanah seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (1)
PP No. 37 Tahun 1998. Perbuatan hukum itu disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (2)
PP No. 37 Tahun 1998 adalah jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan (inbreng), pembagian hak bersama, pemberian Hak Guna
Bangunan/hak Pakai atas tanah Hak Milik, pemberian hak Tanggungan, dan
pemberian Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

“Adapun fungsi akta PPAT dalam jual beli, sesuai pendapat Mahkamah
Agung dalam putusannya No0.1363/K/Sip/1997 bahwa Pasal 19 PP No.10 Tahun
1961 secara jelas menentukan bahwa akta PPAT hanyalah suatu alat bukti dan
tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu
jual beli tanah. Menurut Boedi Harsono, akta PPAT berfungsi sebagai alat

pembuktian mengenai benar sudah dilakukannya jual beli tersebut. Jual beli
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tersebut masih dapat dibuktikan dengan alat pembuktian yang lain. Akan tetapi,
dalam sistem pendaftaran tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961 (yang sekarang
sudah disempurnakan dengan PP No. 24 Tahun 1997), pendaftaran jual beli hanya
dapat (boleh) dilakukan dengan akta PPAT sebagai buktinya. Orang yang
melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat
memperoleh sertifikat, biarpun jual belinya sah menurut hukum®”. Oleh karena
itu, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta
tersebut, PPAT wajib mendaftarkan ke Kantor Pertanahan untuk memperkuat
pembuktian terhadap pihak ketiga.

Sebagaimana telah diuraikan diatas maka dapat diketahui bahwa
berdasarkan hukum tanah nasional, praktek perbuatan hukum yang
mengakibatkan beralihnya hak atas tanah (dalam hal ini jual beli), hanya dapat
dibuktikan dengan suatu akta yang dibuat oleh PPAT. Pendaftaran jual beli yang
dilakukan seseorang tanpa suatu akta yang dibuat oleh PPAT maka
mengakibatkan seseorang tersebut tidak akan memperoleh sertifikat balik nama,
meskipun jual belinya sah menurut hukum. Hal ini berarti peranan PPAT menjadi
semakin penting karena PPAT memiliki tugas membantu Kepala Kantor
Pertanahan dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dengan
membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu dalam
hal ini jual beli mengenai hak milik atas tanah.

Dilihat peranannya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya akan disebut

PPAT) sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998

! Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Edisi Pertama, Cetakan
Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), HIm. 79
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tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (yang selanjutnya disebut PP No.
37 Tahun 1998), maka kewenangannya adalah membuat, serta mengesahkan akta
pemindahan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kemudian, setelah
dibuatkan akta pemindahan hak tersebut dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten atau Kota.

Dari mekanisme tersebut di atas maka dapat dilihat bahwa perbuatan atau tindakan
hukum berupa pendaftaran tanah yang berasal dari pemindahan hak yang berupa jual beli
harus didahului dengan pembuatan akta jual beli tanah dan disahkan oleh seorang pejabat
yang disebut PPAT. Melihat peran dari PPAT dalam melaksanakan tugasnya tersebut
berdasarkan pada PP No. 37 Tahun 1998, dalam hal ini PPAT merupakan pejabat umum
yang membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan sah
atau tidaknya akta pemindahan hak atas tanah atau dengan kata lain PPAT dapat
dikatakan sebagai pejabat yang melaksanakan urusan tugas pemerintahan yang berupa
rangkaian proses pendaftaran hak atas tanah, karena tanpa adanya akta dari PPAT maka
tanah yang bersangkutan itu tidak dapat didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
atau Kota. Dari uraian tersebut di atas dalam tulisan ini dapatlah diangkat permasalahan,
apakah PPAT merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, dan akta PPAT dapat dijadikan
obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara.

Terdapat dua kasus dalam penulisan tesisi in mengenai PPAT berkaitan
dengan dengan kedudukannya sebagai Pejabat Umum yaitu dalam putusan Nomor
22/PUT.TUN/1993/PTUN.SBY. antara Nurul Huda, Ny. Istichomah dan
Ny.Chusnul sebagai penggugat melawan Camat Kepala Wilayah Kecamatan
Karangploso Kabupaten Malang sekaligus sebagai pejabat pembuat akta tanah
dan Nomor 34 PK/TUN/2001 antara nyai zuhriyah, sebagai Penggugat melawan

camat/kepala wilayah kecamatan sampang maduradan kepala kelurahan (lurah)


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

gunong sekar, kecamatan sampang, madura, berkedudukan di jalan Imam Khosali
No. 52 Sampang, Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon
Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding. Dalam gugatan pemohon Tergugat | dan
Tergugat 1l telah lalai menjalankan tugasnya secara tidak cermat karena
mengabaikan pemberitahuan/ informasi/peringatan yang disampaikan oleh
Penggugat dan Sohibul Mi’radj tersebut dan ketidak cermatan tersebut akhirnya
dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari tergugat 1 dan Il yang
merugikan Penggugat, dimana bentuk tindakan kesewenang-wenangan dari
Tergugat | dan |IlI adalah berupa penerbitan Akta Jual Beli No.
16/AJB/SPG/1/1997 tertanggal 23 Januari 1997 oleh Tergugat | dan penerbitan
Surat Keterangan Riwayat tanah oleh tegrugat Il, sehingga Akta Jual Beli No.
16/AJB/SPG/1/1997 tertanggal 23 Januari 1997 dan surat keterangan riwayat
tanah tersebut adalah merupakan bentuk dari Keputusan Tata Usaha Negara
sehingga karenanya dapat dibatalkan dan mengingat karena saat ini Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang sedang memproses sertifikat hak atas
tanah dimaksud menjadi atas nama H. Mursidi maka dengan hormat agar
Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan penetapan penangguhannya.
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan mengkaji lebih mendalam
dalam bentuk Tesis dengan Judul “Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta

Tanah Dalam Sengketa Tata Usaha Negara”.
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1.2 Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

1.  Apakah Perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk dalam kualifikasi
sebagai Pejabat Tata Usaha Negara ?

2. Apakah rasio decidendi putusan pngadilan yang ada memberikan alasan
pembenar terhadap kualifikasi akta PPAT dalam kategori sebagai keputusan
tata usaha negara?

3. Bagaimana pengaturan ke depan Legal Standing Pejabat Pembuat Akta
Tanah dalam sengketa Tata Usaha Negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini
adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis Kualifikasi Perbuatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis Kualifikasi Akta Pejabat Pembuat Akta
Tanah Berdasarkan Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara.

3. Untuk menyusun dan menganalisis pengaturan ke depan legal standing
pejabat pembuat akta tanah dalam sengketa tata usaha negara.

1.4  Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan tesis ini adalah:
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1.  Secara teoritis penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan
sumbangan pemikiran pada bidang hukum terutama dalam bidang hukum
perihal jabatan notaris.

2.  Dalam tataran praktis penelitian ini dilakukan untuk memberikan sumbang
pemikiran dalam upaya menyusun atau merevisi peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hukum perjanjian khususnya dalam bidang

kenotariatan.

1.5 Orisinalitas

Tesis ini berbeda dengan karya tulis yang pernah ada sebelumnya terkait
kajian yuridis tentang legal standing pejabat pembuat akta tanah dalam sengketa

tata usaha negara. Berikut beberapa penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk

tabel :

No | Nama Judul Isi

1. |lga Peranan Dalam tesis ini menganalisa peranan
Gangga | Notaris/PPAT Notaris/PPAT dalam membuat akta lain
Santi sebagai  Pejabat | yang masih berkaitan dengan kredit
Dewi Umum Dalam | perumahan. Notaris memiliki
(Tesis Membuat  Akta | kewenangan yang lebih luas dari sekedar
Magister | Lain Yang | membuat akta dokumen pokok kredit,
Kenotari | Berkaitan Dengan | melainkan juga dapat membuat akta
atan Perjanjian Kredit | acsesoir lainnya karena masyarakat
Universit | Perumahan umum menuntut peran lebih  dari
as Notaris/PPAT dalam membuat
Diponeg perjanjian.
0ro)

2. | lka Tanggung jawab | Dalam tesis ini menganalisa peranan dan
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Isnania Notaris/PPAT kompetensi Notaris/PPAT dalam

(Tesis terhadap Akta | pembuatan Akta Jual Beli yang diajukan

Magister | Jual Beli Tanah | padanya namun terdapat suatu hal yang

Kenotari | (Studi Kasus: | membuat Akta Jual Beli ini kemudian di

atan Akta Jual Beli | gugat ke ranah peradilan karena dinilai

Universit | No. 170/Cempeka | mengandung keterangan palsu. Sehingga

as Putih, Putusan | dalam penelitian tesis ini lebih menyoroti

Indonesi | Mahkamah bagaimana Kompetensi Notaris/ PPAT

a) Agung Nomor | dalam ranah peradilan terhadap Akta Jual
1923 Beli buatannya yang mengandung
K/PDT/2008 keterangan palsu

Ratih Tri | Perlindungan Dalam Tesis ini menganalisa lebih

Jayanati | Hukum spesifik pada perlindungan  hukum

(Tesis Notaris/PPAT terhadap Notaris/PPAT yang sedang

Magister | Dalam Kaitannya | bersengkat di pengadilan akibat dari Akta

Kenotari | Dengan Akta | yang dibuatnya.

atan Yang dibuatnya

Universit | Manakala Terjadi

as Sengketa

Diponon

egoro)

Beberapa penelitian hukum yang telah ada tidak spesifik mengkaji tentang

legal standing pejabat pembuat akta tanah dalam sengketa tata usaha negara
apabila terjadi gugatan atau sengketa akibat Akta Jual Beli yang dibuatnya. Tesis
ini berbeda dengan karya tulis di atas karena dalam tesis ini mengkaji tentang
esensi dari PPAT sebagai pejabat umum yang mana disini akan di analisis
perbedaannya dan persamaannya dengan pejabat Tata Usaha Negara, sehingga

juga dianalisis juga produk hukum Akta Jual Beli itu masuk dalam kategori
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Keputusan Tata Usaha Negara. Dari penelitian itulah maka nantinya akan
diketahui muara peradilan yang akan menjadi tempat Akta Jual tersebut
dipersengketakan serta mengetahui kompetensi PPAT sebagai pejabat umum

dalam sengketa Tata Usaha Negara.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak merupakan faktor yang penting untuk suatu
penulisan yang berbentuk karya ilmiah. Penggunaan metode penelitian dalam
sebuah penelitian merupakan ciri khas dalam disiplin ilmu, khususnya IImu
Hukum yang bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metedologis
dan konsisten. Penggunaan metode dalam sebuah karya tulis ilmiah sebagai
sebuah proses untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum
dalam menjawab permasalahan dengan uaraian secara logis dan sistematis
sehingga dapat ditarik kesimpulan secara rasional dan ilmiah. IImu Hukum
merupakan disiplin ilmu yang memiliki karakter tersendiri yang bersifat
preskriptif dan terapan. Dengan karakter ilmu hukum yang demikian, maka
penelitian hukum juga memiliki metode penelitian tersendiri. Metedologi
penelitian dalam ilmu-ilmu lainnya tidak dapat diterapkan dalam melakukan
penelitian hukum.?
1.6.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan tesis ini adalah bersifat yuridis normatif
(legal research). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji

berbagai aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, peraturan-

2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Media Group, 2010), Him.
28
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peraturan serta literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian
dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas.® Aturan hukum yang bersifat
formal yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis dalam tesis inni adalah
TUN, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 1998 Tentang Jabatan PPAT.

1.6.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan dalam penelitian hukum digunakan untuk mendapatkan
informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk
dicari jawabannya. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan masalah yang
dapat digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang
(statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan komperatif
(comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).*
Berkaitan dengan beberapa pendekatan tersebut, metode pendekatan masalah yang
digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan,
pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah penelitian yang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang ditangani dengan mempelajari adalah konsekuensi
dan kesesuaian antara undang-undang dengan peraturan perundang-undangan
lainnya atau antara undang-undang dengan UUD NRI Tahun 1945 atau juga

antara regulasi dengan undang-undang.’ Pendekatan ini digunakan untuk

% Ibid., HIm. 29
*1bid., HIm 93
® Ibid., HIm 93
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mengkaji secara dogmatika melalui regulasi berlaku sehingga dapat diketahui
dasar hukum untuk menjawab permasalahan yang ada.

Pendekatan konseptual (conceptual approach) adalah penelitian yang
berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu
hukum, dengan tujuan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian
hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu
hukum yang dihadapi. Pendekatan ini diterapkan penulis untuk mengetahui
konsep dari pendapat para hakim Tata Usaha Negara dan juga Mahkamah Agung
terkait kategori Notaris/PPAT sebagai pejabat umum terhadap keputusannya
menolak untuk membuat Akta Jual Beli pihak yang menghadapnya yang mana hal
tersebut merupakan keputusan yuridis fiktif.

Pendekatan kasus (case approach) adalah suatu pendekatan yang mengkaji
beberapa kasus dikaji untuk referensi bagi suatu isu hukum. Berbeda dengan
penelitian sosial, pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk
mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukumyang dilakukan dalam
praktek hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan
sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurispendensi terhadap perkara-perkara

yang menjadi fokus penelitian®.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum
Sumber hukum adalah saran dari suatu penulisan yang digunakan untuk

memecahkan permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang akan digunakan

® Herowati Poesoko, Diktat Metode Penulisan dan Penelitian Hukum, (Jember: Fakultas
Hukum Universitas Jember, 2012), HIm. 38-39
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dalam penulisan tesis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,

serta bahan non hukum.

A.

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif
artinya mempunyai otoritas (utama). Bahan-bahan hukum primer terdiri dari
perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan
perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.” Sumber bahan hukum
primer yang akan digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

1.  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara;

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran
Tanah;

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan
Jabatan PPAT;

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan
mengenai bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta
memahami bahan hukum primer.® Publikasi tentang hukum meliputi buku-

buku teks (literatur), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal, dan tulisan-tulisan

" Ibid., HIm. 141
8 Ibid., HIm. 141
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hukum vyang diakses melalui internet. Pada penulisan bahan hukum
sekunder ini, bahan yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks
tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis
dalam penelitian tesis ini serta tulisan-tulisan hukum yang diakses melalui

internet.

C. Bahan Non-Hukum

Bahan non-hukum yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah berupa
buku tentang pedoman penulisan karya ilmiah dan bahan-bahan lainnya
yang diperoleh dari kamus dan makalah selama masih relevan dengan kajian

ilmiah yang digunakan.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam tesis ini adalah
menggunakan analisis deduktif, yaitu cara melihat suatu permasalahan secara
umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai pertesis
atau maksud yang sebenarnya.® Analisis bahan hukum merupakan suatu metode
atau cara dimana bahan hukum yang diperoleh, kemudian dihubungkan dengan
masalah yang akan diteliti sehingga akan mendapat jawaban dari permasalahan
yang ada. Analisis tersebut diharapkan dapat menghasilkan argumentasi, teori
atau konsep baru sebagai pretesis dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.
Dalam menganalisa bahan yang diperoleh agar dapat menjawab permasalahan

dengan tepat diakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

* Ibid.,
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1.  Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang
dipandang mempunyai relevansi;

3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan;

4.  Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;

5. Memberikan pertesis berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam
kesimpulan.

Sesuai dengan langkah-langkah tersebut sebelumnya penulis telah
mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan telah menetapkan isu hukum yang akan
dibahas. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan
dengan isu hukum yang akan dibahas. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian
digunakan penulis untuk menganalisis isu hukum yang dibahas. Setelah
melakukan analisis penulis akan menyimpulkan hasilnya dan memberikan pertesis
berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam kesimpulan. Berdasarkan metode
penelitian yang diuraikan diatas diharapkan di dalam tesis ini mempu memperoleh
jawaban atas rumusan masalah, sehingga memperoleh hasil yang dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

Dalam kerangka konseptual ini penulis ingin memberi gambaran guna
menjawab perumusan masalah yang telah disebutkan pada awal usulan penulisan
tesis ini. Dalam hal ini AJB yang merupakan produk hukum dari PPAT sebagai

pejabat umum yang mana analisis dilakukan untuk menemukan persamaan
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dan/perbedaan antara AJB dengan KTUN yang diterbitkan oleh penyelenggara
negara untuk mengetahui apakah AJB tersebut termasuk dalam kategori KTUN
pada ranah atau konteks tata usaha negara. Pembahasan berlanjut pada
konsekuensi yang akan timbul akibat PPAT yang menolak atau tidak membuat
AJB bagi para pihak yang membutuhkan, karena pada prinsipnya sepanjang para
pihak yang menghadap pada PPAT yang ingin mengadakan jua beli tersebut
memenuhi unsur didalam Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak bertentangan dengan
kesusilaan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum makan PPAT
sebenarnya tidak memiliki alasan untuk menolak atau tidak membuatkan AJB
untuk para penghadap atau para pihak yang membutuhkan AJB tersebut.

Dalam hal mengenai akibat hukum dari pembuatan akta jual beli tanah oleh
PPAT vyang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT, baik yang
disengaja ataupun tidak, sehingga diragukan keabsahan dari Akta Jual Beli yang
dibuatnya, sehingga Akta Jual Beli tersebut dinilai tidak sesuai dengan apa yang
diinterprestasikan terhadap peraturan-peraturan yang ada mengenai pembuatan
akta PPAT mengenai jual beli tanah. Peraturan-peraturan yang dimaksud antara
lain adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri
Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 1997 Tentang
Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang

Peraturan Jabatan Pejabat Akta Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan
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Nasional Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat
Akta Tanah. Dari peraturan-peraturan di atas lalu diterapkan kepada tata cara
pembuatan dan penanda tanganan akta PPAT di dalam prakteknya dan dibuat
kesimpulan tentang akibat hukum yang timbul dari pembuatan akta jual beli tanah

oleh PPAT yang tidak sesuai dengan tata cara pembuatan akta PPAT tersebut.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Negara Hukum

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara
Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum dimaksud adalah negara yang
menegakan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan
tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggung jawabkan.'® Berdasarkan uraian
diatas yang dimaksud dengan Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas
hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan
syarat bagi terciptanya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai
dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar
dapat menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum yang
sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi
pergaulan hidup antar warga negaranya.'! Secara umum, dalam setiap warga
negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar,
yakni supremasi hukum (supremasy of law), kesetaraan di hadapan hukum
(equality before the law), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan

dengan hukum (due process law).

0 Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Sesuai Dengan Urutan Bab, Pasal Dan Ayat),
(Jakarta: Sekretaris Jendral Mpr RI1, 2010), HIm. 46

11 Moh. Kusnardi Dan Harmaily lbrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Sinar
Bakti, 1988), HIm. 153
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2.2  Teori Kelembagaan

Lembaga kemasyarakatan yang dikenal sebagai “Notariat” ini timbul dari
kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia yang menghendaki adanya alat bukti
baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ditugaskan oleh kekuasaan
umum (openbaar gezag), yang dikehendaki oleh masyarakat untuk membuat alat
bukti tertulis yang mempunyai kekuatan autentik. Kedudukan Notaris berfungsi
sebagai pejabat umum (openbaar ambtenaar) yang melaksanakan sebagian tugas
umum pemerintahan dalam bidang hukum privat. Berdasarkan ketentuan Pasal 1
ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, yang
dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegaiatan
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa,
dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik.

Penyelenggara pelayanan publik adalah setiap institusi penyelenggara
negara, korporasi, lembaga independent yang dibentuk berdasarkan Undang-
Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk
berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik. Notaris
berkedudukan sebagai pejabat umum yang melaksanakan sebagian tugas dari
negara di bidang hukum perdata untuk melayani masyarakat dalam pembuatan
akta-akta autentik, dimana akta-akta itu sewaktu-waktu dapat dijadikan sebagai
alat pembuktian dikemudian hari. Peranan Notaris yang diangkat oleh negara,

menjalankan tugas utama pemerintah untuk melayani masyarakat dibidang hukum
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perdata, diberikan kewenangan menggunakan Lambang Negara dalam
menjalankan tugas dan jabatannya, tetapi anomalinya, keberadaan Notaris diluar
sistem pemerintahan Indonesia. Notaris tidak termasuk ruang lingkup eksekutif,
legislatif maupun yudikatif. Tidak dimasukkannya Notaris kedalam salah satu
sistem pemerintahan Indonesia itu, satu sisi, agar Notaris dalam menjalankan
tugas dan jabatannya tetap mandiri dan tidak berpihak. Sisi lain, berdanya Notaris
diluar sistem pemerintahan Indonesia secara psikologis dapat mengganggu
Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelayan publik, karena
tidak mendapatkan hak-hak pensiun dari negara.'®> Kedudukan Notaris bertindak
untuk dan atas nama serta diangkat oleh Negara melalui Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. Selain itu, di dalam menjalankan tugas dan
jabatannya Notaris diberikan kuasa oleh Undang-Undang untuk membuat akta-

akta autentik yang dapat memiliki pembuktian sempurna.

2.3 Teori Kewenangan

Istilah kewenangan sering disamakan dengan istilah wewenang. Istilah
wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan
istilah bevoegdheid dalam istilah hukum Belanda. Apabila dicermati bahwasanya
terdapat sedikit perbedaan antara kedua istilah tersebut, perbedaannya terletak
pada karakter hukumnya. istilah bevoegdheid digunakan dalam konsep hukum
publik maupun hukum privat. Dalam konsep hukum istilah kewenangan atau
wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik. Wewenang (atau

sering pula ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan “suatu tindakan hukum

2 1hid. HIm. 160
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yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan yang bersangkutan”. Kewenangan
atau wewenang adalah suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum
publik, namun terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa
yang disebut “kekuasaan formal” kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang
diberikan oleh undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau
administratif. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu
atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan
tertentu yang bulat sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu
saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah,
dan kekuasaan untuk minta dipatuhi. Kewenangan dapat dikatakan sebagai
kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk
menimbulkan akibat-akibat hukum.* Kewenangan diperoleh oleh seseorang
melalui 2 (dua) cara yaitu dengan atribusi atau dengan pelimpahan wewenang.
Perolehan kewenangan dapat dijelaskan sebagai berikut:**
a.  Atribusi
Atribusi adalah wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan
hukum tata Negara, atribusi ini ditunjukan pada wewenang yang dimiliki
oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan
kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atribusi ini
menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan

perundang-undangan.

3 Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid), Pro
Justitia Tahun XVI Nomor | Januari 1998, HIm. 88.
* Ibid, HIm 90
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Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah penyerahan sebagian wewenang dari pejabat
atasan kepada bawahan dalam membantu melaksanakan tugas-tugas
kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini
dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur
komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara
khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain secara
atribusi, wewenang juga dapat diperoleh melalui proses pelimpahan yang
disebut:

Delegasi

Pendelegasian diberikan antara organ pemerintah satu dengan organ
pemerintah lain. Pihak pemberi wewenang memiliki kedudukan lebih tinggi
dari pihak yang diberikan wewenang.

Mandat

Umumnya mandat diberikan dalam hubungan kerja internal antara atasan
dan bawahan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka dapat dilihat
mengenai kewenangan dari seorang Notaris yang teah diatur dalam Pasal 15
UUJN. Kewenangan seorang Notaris ini selanjutnya akan berkaitan dengan
tanggung jawab Notaris tersebut terhadap akta-akta yang dibuatnya. Hal ini
disebabkan dengan adanya sebagian kewenangan negara yang diberikan
kepada Notaris maka dengan kewenangan tersebut Notaris juga turut

bertanggung jawab atas tindakannya sebagai pejabat umum.
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2.4 Teori Sengketa

Prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, Kketertiban dan
perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Arti penting adanya
kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum ini salah satunya dapat dilihat
dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam sehari-hari masyarakat
memerlukan adanya alat bukti untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban
individu atau pun badan hukum sebagai subyek hukum dalam masyarakat.
Kebutuhan akan adanya jaminan kepastian hukum, khususnya menyangkut
keberadaan alat bukti untuk menentukan dengan jelas hak dan kewajiban individu
ataupun badan hukum adalah salah satu alasan yang melatarbelakangi lahir dan
berkembangnya jabatan notaris. Pemikiran ini relevan dan dikuatkan dengan
adanya pengakuan dalam hukum positif yaitu UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang
Jabatan Notaris atau disingkat UUJN.

Dalam uraian menyangkut landasan filosofis dibentuknya UUJN disebutkan
bahwa penetapan UUJN adalah untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum,
ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.
Penjelasan umum UUJN dengan jelas mengamanatkan bahwa notaris melalui akta
notarielnya harus mampu menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin
kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan mampu mencegah terjadinya sengketa
di masyarakat.

Tapi ketika sengketa, misalnya dalam bisnis, perbankan, pertanahan,
kegiatan sosial, dan lain-lain tidak dapat dihindari, setidak-tidaknya dalam proses

penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis
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terkuat dan terpenuh dapat memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara
secara murah dan cepat. Saat ini kebutuhan pembuktian tertulis berupa akta
otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan kepastian
hukum dalam berbagai hubungan, baik nasional, regional maupun internasional.
Kebutuhan akan akta otentik ini dalam praktek tidak terlepas dari berbagai
kendala konvensional yang harus dihadapi notaris dan tidak menutup
kemungkinan kendala-kendala tersebut membuka ruang bagi timbulnya berbagai
resiko hukum. Di dalam tulisan ini dikupas beberapa hal terkait resiko hukum
yang mungkin dihadapi notaris dan upaya penegakkan hukumnya guna menjamin

terwujudnya kepastian hukum bagi masyarakat serta perlindungan bagi notaris.

2.5 Legal Standing

Legal standing merupakan lembaga yang berasal dari sistem hukum
common law. Legal standing di adopsi dan diakui eksistensinya di dalam
peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dilakukan semata-mata demi
kepentingan hukum dan kebutuhan hukum. Legal standing merupakan hak gugat
yang diberikan oleh undang-undang kepada lembaga swadaya masyarakat yang
bergerak dibidang tertentu yang tidak secara langsung menjadi korban untuk
mengajukan tuntutan hak.

Hak Standing tidak secara otomatis menjamin keberhasilan litigasi kasus-
kasus publik, karena pada dasarnya standing hanyalah merupakan “tiket masuk”
ke dalam arena advokasi hukum(legal battle). Pada prinsipnya istilah standing
dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi

di pengadilan sebagai pihak penggugat. Secara konvensional hak gugat hanya
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bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (point
d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di
sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan
(propietary interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami
secara langsung (injury in fact).

Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara
pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup
orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau
organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki
kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan
untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak
publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak Civil dan
Politik."

2.6  Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Dalam pengelolaan bidang pertanahan di Indonesia, terutama dalam
kegiatan pendaftaran tanah, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), merupakan
pejabat umum yang menjadi mitra instansi BPN guna membantu
menguatkan/mengukuhkan setiap perbuatan hukum atas bidang tanah yang
dilakukan oleh subyek hak yang bersangkutan yang dituangkan dalam suatu akta
otentik. Secara normatif, PPAT adalah pejabat Umum yang diberi wewenang
untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai

hak atas tanah atau hak milik satuan rumah susun, atau membuat alat bukti

1> http://www.suduthukum.com/2016/09/pengertian-legal-standing.html
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mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan
dasar pendaftarannya (Pasal 1 angka 1 PP Nomor 37 Tahun 1998 jo. Pasal angka
24 PP 24 Tahun 1997).

Khusus mengenai PPAT tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
yang ditetapkan tanggal 5 Maret 1998 dan ketentuan pelaksanaannya dituangkan
dalam Peraturan Nasional Rl Nomor 1 Tahun 2006. Dalam peraturan tersebut
lebih gamblang dijelaskan bahwa PPAT adalah pejabat umum yang diberi
kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum
tertentu mengenai hak atas tanah.

PPAT dibagi ke dalam tiga kategori, yakni :'°
1.  PPAT Biasa, yaitu PPAT yang diangkat untuk melayani masyarakat dalam

pembuatan akta, yang memenuh syarat tertentu (dapat merangkap sebagai

Notaris, konsultan atau penasehat hukum).

2. PPAT Sementara, yaitu PPAT yang diangkat untuk melayani pembuatan
akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT (Camat atau Kepala Desa).
3. PPAT Khusus, yaitu PPAT yang diangkat untuk melayani pembuatan akta
tertentu atau untuk golongan masyarakat tertentu (Kepala Kantor
Pertanahan).
Tugas pokok PPAT adalah melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran

tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum

18 |ihat Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Yahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan
Pejabat Pembuat Akta Tanah.
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tertentu mengenai hak atas tanah yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran

perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. *’

Perbuatan hukum tertentu tersebut meliputi :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

Jual beli;

Tukar-menukar

Hibah;

Pemasukan ke dalam perusahaan (inberg);

Pembagian hak bersama;

Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;
Pemberian Hak Tanggungan; dan

Pemberian kuasa membebankan Hak Tanggungan.

Pembuatan akta otentik, persyaratan formal yang harus dipenuhi antara lain

harus dibuat oleh pejabat umum yang khusus diangkat untuk itu dengan akta yang

dibuat dalam bentuk tertentu, sehingga dapat dipastikan bahwa tindakan dalam

pembuatan akta didasarkan atas hukum yang berlaku, aktanya dapat dijadikan

sebagai dasar telah dilakukannya perbuatan hukum tersebut secara sah dan dapat

dijadikan alat pembuktian di depan hukum. Dasar hukum yang dijadikan pedoman

teknis dalam pelaksanaan tugas PPAT adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun

1960 (UUPA), Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran

Tanah dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat

Akta Tanah serta peraturan pelaksanaanya.

7 Lihat Pasal 2 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Yahun 1998 Tentang Peraturan

Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
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2.7 Sengeketa Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang
Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau
pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun daerah, sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tertulis
dalam Pasal 1 ayat (4) UU No.5 TUN 1986. Jadi objek dari Sengketa Tata Usaha
Negara adalah Keputusan TUN. Adapun yang dimaksud dengan Keputusan TUN
adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha
Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final,
yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dengan melihat definisi tersebut diatas maka yang menjadi sengketa Tata
Usaha Negara adalah terbatas pada Keputusan tertulis Tata Usaha Negara.
Tindakan-tindakan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di Indonesia yang tanpa
Keputusan Tata Usaha Negara tidak menjadi obyek sengketa tata usaha negara.
Menurut sistem hukum di Indonesia, kewenangan untuk menilai perbuatan
materiil dari badan atau pejabat TUN ini tidak termasuk kompentensi PTUN ,
kewenangan untuk menilai perbuatan ini diserahkan kepada Peradilan Umum atau
Perdata, yang didasarkan penafsiran yang luas Pasal 1365 KUHPerdata (tentang
onrechtmatig daad). Keputusan TUN tersebut diatas dibatasi dengan pengurangan

dalam Pasal 2, penambahan pada Pasal 3 (1), dan limitasi pada Pasal 49.
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Keputusan TUN yang bersifat kongkret, individual, dan final inilah yang dapat
digugat ke PTUN yang kemudian di putus oleh Hakim Tata Usaha Negara.
2.8 Keputusan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo
Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 merumuskan bahwasanya ‘“Keputusan Tata
Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh
Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha
Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat
kongkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang

atau badan hukum perdata”.

Dikeluarkannya KTUN bisa saja menimbulkan sengketa yakni antara
orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara,
baik di pusat maupun didaerah. Sengketa TUN ini juga termasuk sengketa
kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.®Dalam
hal ini ada orang atau badan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu
keputusan tata usaha negara, orang atau badan hukum perdata tersebut dapat
mengajukan gugatan tertulis Kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang
berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat. Apabila
tergugat lebih dari satu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan
tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan diajukan kepada pengadilan
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan salah satu badan atau pejabat

tata usaha negara Atau apabila tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam

¥ Hanif nurcholis, Teori Dan Praktik Pemerintahaan Dan Otonomi Daerah, (Jakarta:
grasindo, 2010), HIm. 340
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daerah hukum pengadilan tempat kediaman penggugat, maka gugatan dapat
diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman

penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepengadilan yang bersangkutan.
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BAB Il

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kristalisasi dari berpikir deduktif, induktif
yang nantinya perlu diverifikasi. Kerangka konseptual adalah hubungan antar
konsep, sehingga memiliki makna yang menjadi personal penelitian (jawaban
masalah dan penyebab masalah serta konsekuensi dari persoalan). Konsep adalah
varibel dalam penelitian, artinya harus dinyatakan dalam kejelasan konsep
(clarity), manfaat konsep (usefullness), kelengkapan konsep (completeness) dan
parameter (measurable).® Namun bila mana berpijak dari ilmu hukum pemikiran
dari kerangka konseptual dalam penelitian ini tak lupa dari tinjauan pustaka yang
mengkristalisasikan teori-teori hukum, asas-asas hukum atau konsep-konsep yang
telah disampaikan oleh peneliti.

Telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka beberapa pokok pikiran sebelum
menyusun kerangka konseptual tentang pengertian Notaris sebagai pejabat umum,
keputusan tata usaha negara, serta teori yang berkaitan dengan rumusan masalah,
agar peneliti mempunyai kerangka berfikir dalam memecahkan masalah dalam
penelitian ini. Sesuai dengan judul Tesis ini adalah “Kedudukan Hukum Pejabat
Pembuat Akta Tanah Dalam Sengketa Tata Usaha Negara” yang dikemukakan
dalam tiga rumusan masalah yaitu kualifikasi pejabat pembuat akta tanah sebagai
pejabat tata usaha negara, akta pejabat pembuat akta tanah dalam perspektif
keputusan tata usaha negara dan konsep pengaturan ke depan legal standing

pejabat pembuat akta tanah dalam sengketa tata usaha negara .

19 Stefanus Supriyanto, Filsafat llmu, (Jakarta: Prestasi Pustaka), HIm. 183
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Agar mempermudah gambaran rangka konseptual guna menjawab setiap

rumusan masalah yang diajukan, maka peneliti membuat gambar sebagai berikut:

Skema Kerangka Konseptual

KEDUDUKAN HUKUM PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DALAM SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Rumusan Masalah

Kualifikasi Perbuatan

Kualifikasi Akta

Pengaturan kedepan
Legal Standing
Pejabat Pembuat
Akta Tanah dalam
sengketa Tata Usaha
Negara

Pejabat Pembuat Pejabat Pembuat
Akta Tanah Sebagai Akta Tanah
Pejabat Tata Usaha Berdasarkan
Negara Ratio Decidendi
Putusan
Pengadilan Tata
Usaha Negara
| |
Pisau Analisa Pisau Analisa

Pisau Analisa

1. Konsep  Pejabat
umum
Konsep PTUN

>

1. Teori kepastian
hukum
2. Konsep akta tanah

1. Teori kepastian
hukum
2. Teori Tanggung

3. Konsep PPAT 3. Putusan Nomor jawab hukum
3. Konsep keputusan 22/PUT.TUN/199 3. Konsep Pejabat
tata usaha negara 3/PTUN.SBY Umum
4. Putusan Nomor 36
PK/TUN/2001
KESIMPULAN

SARAN
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1.

Kualifikasi Perbuatan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai Pejabat Pembuat
Akta Tanah adalah bukan termasuk pada perbuatan pejabat tata usaha
negara. Hal tersebut dikarenakan bahwa dalam menerbitkan akta hak atas
tanah atas hanya berdasarakan atas kepentingan atau inisiasi kedua belah
pihak, bukan atas kewenangan yang ada pada dirinya. Berbeda dengan
pejabat TUN dalam menerbitkan KTUN atas inisiasi dan wewenang pada
dirinya, karena itu PPAT dalam menerbitkan akta tanah bukan merupakan
pejabat publik yang memiliki legal standing dalam sengketa TUN.
Kenyataan demikian diperkuat dengan Putusan Nomor
22/PUT.TUN/1993/PTUN.SBY. Dengan demikian dapat dipahami bahwa
kualifikasi PPAT dalam hal ini perbuatannya bukan merupakan perbuatan
pejabat tata usaha negara.

Kualifikasi Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Berdasarkan Ratio Decidendi
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Putusan Nomor
Putusan ~ Nomor 34  PK/TUN/2001 dan  Putusan  Nomor
22/PUT.TUN/1993/PTUN.SBY dan adalah akta tersbut tidak dapat
dijadikan obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut
dikarenakan bahwa  Akta PPAT bukan suatu akta yang dilahirkan

berdasarkan perbuatan hukum publik akan tetapi di lahirkan berdasarkan
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hukum perdata, sehingga akta PPAT tidak dapat digolongkan sebagai suatu
beschikking yang bersifat sepihak dan bersifat hukum publik sehingga akta
PPAT bukan merupakan suatu beschikking, karenanya akta PPAT tidak
dapat dijadikan obyek sengketa di peradilan tata usaha negara sekalipun
PPAT berfungsi pada saat itu sebagai pejabat tata usaha negara. Andaikan
dikatakan bahwa perbuatan mengesahkan akta tersebut merupakan produk
hukum yang telah dituangkan dalam bentuk beschikking, akan tetapi
beschikking yang demikian tetap sebagai perbuatan hukum perdata yang
tidak bersifat sepihak dimana PPAT tidak bisa memaksakan para pihak yang
terkait dalam keputusannya, maka disinilah letak karakter hukum
perdatanya akta yang dibuat oleh PPAT, hal ini secara tegas disebutkan di
dalam Pasal 2 Huruf a UU Nomor 5 Tahun 1986.

Pengaturan ke Depan Legal Standing Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam
sengketa Tata Usaha Negara adalah harus berorientasi pada tujuan hukum
yang mencerminkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Konsep semacam
ini harus tercermin dalam ragam regulasi yang mengatur tentang PPAT
sehingga dapat diperoleh kepastian tentang status hukum PPAT berikut

kewenangannya sebagai tenaga bantu BPN.

Saran

Atas pertimbangan dan kepastian konsistensi hukum seharusya dalam
kerangka ius konstitiendum perlu diatur secara berkepastian bahwa produk
PPAT sebagai pejabat tata usaha negara, akta yg dibuat seharusnya linier

dengan otoritas pejabat yang membuat.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

110

Wujud dari saran berdasarkan angka satu diatas, patut ditindaklanjuti
dengan melakukan revisi atau penambahan ketentuan menyangkut peraturan
terhadap PPAT terkait dengan penegasan akan keberadaan PPAT sebagai

pejabat TUN dan produk akta yang dibuat.
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putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NO. 34 PK/TUN/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa permohonan peninjauan kembali telah mengambil putusan
sebagai berikut dalam perkara :
NYAI  ZUHRIYAH, kewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jalan Mawar No. 66 A Kelurahan
Dalpenang, Kecamatan Sampang, Kabupaten
Sampang, Pemohon Peninjauan Kembali dahulu
Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding ;
Melawan
1. CAMAT/KEPALA WILAYAH KECAMATAN
SAMPANG KABUPATEN SAMPANG, MADURA,
berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprapto No. 47
Sampang ;
2. KEPALA KELURAHAN (LURAH) GUNONG SEKAR,
KECAMATAN SAMPANG, MADURA, berkedudukan
di jalan Imam Khosali No. 52 Sampang, Para
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para
Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa  dari surat-surat yang bersangkutan
ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat telah
mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah
Agung — RI. No. 302 K/TUN/1999 tanggal 8 Pebruari 2000 yang telah
berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Tergugat dengan posita perkara
sebagai berikut ;

Bahwa di Sampang pernah ada pasangan suami isteri yang
bernama KH. Asnhawai dengan Hj. Hajrah yang mana dari pasangan tersebut

lahir 16 (enam belas anak kandung), dimana pada tahun 1959 KH. Asnawi

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 34 PK/TUN/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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telah meninggal dunia dan kemudian pada tahun 1986 Hj. Hajrah juga
meninggal dunia dan dari pasangan suami isteri tersebut juga meninggalkan
beberapa harta benda ;

Bahwa salah satu harta peninaggalannya adalah berupa sebidang
tanah pertanian seluas + 950 M2 terletak di wilayah Kelurahan Gunongsekar
Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang seperti tersebut dalam Persil
No. 69, Kohir/Kekitir No. 50 dengan batas sebagaimana terurai dalam surat
gugatan ;

Bahwa sejak tahun 1959 sampai tahun 1995 tanah tersebut
digarap/dikuasai oleh Penggugat dan pada tahun 1996 tanah tersebut
digarap secara paksa oleh salah satu kakak kandung Penggugat yaitu yang
bernama Hj. Alwiyah, dan hingga sekarang tanah tersebut masih dalam
status sengketa antara Penggugat dengan Hj. Alwiyah ;

Bahwa Penggugat pada tanggal 11 Maret 1997 pernah berkirim
surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sampang perihal sanggahan tanah No. Pepel 50, Persil No. 69, luas 950 M2
dengan maksud agar apabila ada pihak lain selain Penggugat sertifikat atas
bidang tanah dimaksud supaya tidak dilayani, namun pada tanggal 31 Juli
1997 Penggugat menerima surat pemberitahuan dari Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang tersebut pada No. 570.351.4-695
perihal penangguhan penerbitan sertifikat atas nama H. Mursidi ;

Bahwa dari surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Sampang (berikut lampirannya) tersebut akhirnya Penggugat
baru mengetahui bahwa sebidang tanah pertanian tersebut ternyata telah
dijual tanpa hak oleh Hj. Alwiyah (kakak kandung Penggugat) kepada H.
Mursidi melalui Tergugat | sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanahnya, dimana
jual beli antara Hj. Alwiyah dengan H. Mursidi tersebut dituangkan dalam
Akta Jual Beli No. 16/AJB/SPG/I/1997 tertanggal 23 Januari 1997 yang
dibuat dan ditanda tangani oleh Tegrugat | yang diberikan oleh Tergugat Il
tanpa mengadakan chek dan rechek yang teliti tentang status tanah
dimaksud ;

Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 1996 Penggugat pernah berkirim

surat kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
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Sampang perihal sanggahan yang pada intinya meminta agar apabila ada
pihak lain (selain Penggugat) mengurus sertifikat atas sebidang tanah
tersebut dari para ahli waris yang ada, karena Hj. Alwiyah hanya pinjam
nama saja (bukan pemilik yang berhak) ;

Bahwa pada tanggal 2 Mei 1996 salah satu putra dari ahli waris dari
Hj. Asnawi yaitu yang bernama satu putra dari ahli waris KH. Asnawi yang
bernama Sohibul Miradj (putra dari Hj. Nafsiyah) pernah berkirim surat
sanggahan kepada Kepala Kaantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten
Sampang yang pada intinya meminta agar tidak menerbitkan sertifikat atas
beberapa bidang tanah peninggalan KH. Asnawi termasuk tanah hak milik
(bagian Penggugat seperti tersebut diatas, sebelum ada surat keputusan
hasil musyawarah dari para ahli waris yang ada/berhak, dimana surat
Penggugat dan Sohibul Mi'radj seperti yang tersebut di atas juga
ditembuskan kepada Tergugat | dan Il sehingga dengan demikian
seharusnya mereka mengetahui bahwa tanah tersebut masih dalam
senghketa ;

Bahwa kenyataan yang demikian ini membuktikan bahwa Tergugat |
dan Tergugat Il telah menjalankan tugasnya secara tidak cermat karena
mengabaikan pemberitahuan/informasi/peringatan yang disampaikan oleh
Penggugat dan Sohibul Mi'radj tersebut dan ketidak cermatan tersebut
akhirnya dapat menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari tergugat | dan
Il yang merugikan Penggugat, dimana bentuk tindakan kesewenang-
wenangan dari Tergugat | dan Il adalah berupa penerbitan Akta Jual Beli No.
16/AJB/SPG/1/1997 tertanggal 23 Januari 1997 oleh Tergugat | dan
penerbitan Surat Keterangan Riwayat tanah oleh tegrugat Il, sehingga Akta
Jual Beli No. 16/AJB/SPG/I/1997 tertanggal 23 Januari 1997 dan surat
keterangan riwayat tanah tersebut adalah merupakan bentuk dari Keputusan
Tata Usaha Negara sehingga karenanya dapat dibatalkan dan mengingat
karena saat ini Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang sedang
memproses sertifikat hak atas tanah dimaksud menjadi atas nama H. Mursidi
maka dengan hormat agar Pengadilan Tata Usaha Negara menerbitkan

penetapan penangguhannya ;
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Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menuntut
kepada Pengadilan tata Usaha Negara Surabaya untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

2. Menyatakan tidak sah atau batal Surat Keterangan tentang riwayat tanah
tanggal 24 Maret 1997 yang telah diterbitkan oleh Tegrugat Il dan
sekaligus memerintahkan Tergugat Il untuk segera menerbitkan Surat
Keputusan tentang pencabutan surat keterangan riwayat tanah yang
sudah dibatalkan tersebut ;

3. Menyatakan tidak sah atau batal Akta Jual Beli No. 16/AJB/SPG/1/1997
tertanggal 23 Januari 1997 yang diterbitkan oleh Tergugat | dan sekaligus
memerintahkan kepada Tergugat | untuk segera menerbitkan Surat
Keputusan tentang pencabutan Akta Jual Beli yang sudah dibatalkan
tersebut ;

4. Membebankan seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini kepada
Tergugat | dan Tergugat Il ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah
mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat salah alamat mengajukan gugatan ke Pengadilan tata
Usaha Negara Surabaya, bahwa dalam dalil-daliinya in casu 1 sampai
dengan 9 dan 13 sampai dengan 17 adalah masalah hukum perdata
murni bukan masalah Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata
Usaha Negara tidak berwenang memutuskan perkara ini, jadi secara
hukum pada masalah hukum perdata murni ini adalah
kewenangan/kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Sampang ;

- Bahwa Penggugat juga salah alamat mengajukan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya dalam dalil gugatan yang ke 8 secara
tegas dan diakui Penggugat melibatkan (mengikut sertakan) kakak
kandung Penggugat yaitu Hj. Alwiyah akan tetapi Hj. Alwiyah tidak dapat
digugat sehingga dalam gugatan Penggugat terjadi eror in person subyek
sengketa, maka Hj. Alwiyah seharusnya sebagai subyek sengketa

(Tergugat) untuk mengungkap tentang kepemilikan tanah tersebut ;
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- Bahwa mengingat jual beli antara Hj. Alwiyah dengan H. Mursidi yang
dituangkan dalam Akta Jual Beli No. 16/AJB/SPG/I/1997 tertanggal 23
Januari 1997 yang dibuat oleh Tergugat | an sich dalil ke 13, maka
tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara pada tanggal 17 September 1997 sudah lewat
waktu/kadaluwarsa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun
1986 ;

- Bahwa menurut hukum acara, karena Tergugat | dan Il mengajukan
eksepsi menyangkut kompetensi absolut, maka Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya memutuskan terlebih dahulu dengan menolak gugatan
Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat
harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Surabaya No. 69/G.TUN/1997/P.TUN-SBY. tanggal 10 Maret 1998 adalah

sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi pihak Tergugat | dan tergugat Il seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan
yang dikeluarkan oleh Camat Kepala WilayahKecamatan Sampang
tanggal 23 Januari 1997 No. 16/AJB/SPG/1/1997 perihal Akta Jual Beli
serta membebankan kepada Camat Sampang untuk mencabut
keputusannya tersebut ;

- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan
yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gunong Sekar tanggal 24 Maret
1997 perihal Surat Keterangan serta membebankan kepada Lurah
Gunong Sekar untuk mencabut keputusannya tersebut ;

- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat |
dan Tergugat Il secara tanggung renteng sebesar Rp. 110.000,- (seratus

sepuluh ribu rupiah) ;
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Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya NOMOR : 36/B/TUN/1998/PT.TUN.SBY. tanggal 30 Juni
1998 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding ;

- Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal
10 Maret 1998 Nomor : 69/G.TUN/1997/PTUN.SBY. ;

- Menghukum Tergugat | dan IllI/Pembanding untuk membayar biaya
perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang untuk banding sebesar Rp.
70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 302
K/TUN/1999 tanggal 8 Pebruari 2000 yang telah berkekuatan hukum tetap
tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

1. CAMAT/KEPALA WILAYAH KECAMATAN SAMPANG, KABUPATEN
SAMPANG MADURA ;

2. KEPALA KELURAHAN (LURAH) GUNONG SEKAR, KECAMATAN
SAMPANG MADURA, dan membatalkan putusan pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 30 Juni 1998 No.
36/B/TUN/1998/PT.TUN.SBY yang menguatkan putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 10 Maret 1998 No.
69/G.TUN/1997/PTUN.SBY ;

DAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat | ;

- Menolak eksepsi Tergugat Il ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

- Menyatakan batal Surat Keterangan tanggal 24 Maret 1997 dari Kepala
Kelurahan Gunungsikan Kecamatn Sampang yang menerangkan Hj.
Alwiyah binti H. Asmawi betul-betul mempunyai sebidang tanah petok No.
50 Persil 69 luas 950 M2 ;

- Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima ;
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- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara
baik dalam peradilan tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat
kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp. 100.000,-
(seratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 302
K/TUN/1999 tanggal 8 Pebruari 2000 diberitahukan kepada Terohon Kasasi
dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 Desember 2000 kemudian
terhadapnya oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding diajukan
permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 8 Maret 2001, permohonan
mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali
tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada
tanggal 15 Maret 2001 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya tidak
mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71
dan 72 Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah
dengan Undang-udang No. 5 Tahun 2004 permohonan peninjauan kembali a
quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara yang ditentukan undang-undang, formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah
mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai
berikut :

1. Bahwa di dalam putusan Mahkamah Agung No. 302 K/TUN/1999
tertanggal 8 Pebruari 2000 tersebut terjadi kekhilafan Hakim atau
kekeliruan yang nyata ;

2. Bahwa kekhilafan atau kekeliruan yang nyata yang dimaksud disini dapat
diketahui dari pertimbangan Hakim yang saling bertentangan satu sama
lain ;

Di dalam halaman 8 angka 1b.a putusan Mahkamah Agung No. 302
K/TUN/1999 disebutkan bahwa : “PPAT memang Pejabat Tata Usaha
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Negara, karena melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan

peraturan perundang-undangan (Pasal 1 ayat (2)) Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 jo Pasal 19 PP No. 10 Tahun 1961 dan Pasal 5 Peraturan

Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961) ;

Akan tetapi di dalam halaman yang sama yaitu halaman 8 angka 1b, b

disebutkan bahwa : Namuin, angka jual beli yang diterbitkan PPAT

adalah bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, karena :

1. Akta jual beli bersifat bilateral (kontraktual), tidak bersifat unilateral
yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara ;

2. Tidak ada hubungan subordinat antara PPAT dengan Pejabat Tata
Usaha Negara atasannya ;

3. Karena bersifat kontraktual, maka perbuatan Pejabat Tata Usaha
Negara/PPAT tersebut melebur kedalam sifat perbuatan hukum
perdata (Pasal 2 .a UU No. 5 Tahun 1986) ;

4. Tidak ada hubungan subsdinetip antara PPAT dengan Pejabat TUN
atasannya ;

Pertimbangan yang demikian ini jelas-jelas saling bertentangan satu

dengan yang lain. Yang satu menyatakan bahwa PPAT merupakan

Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan yang lain menyatakan bahwa

akta jual beli yang notabene merupakan produk hukum PPAT dinyatakan

bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara. Mestinya Akta Jual

Beli produk PPAT tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha

Negara, sebab diterbitkan oleh PPAT yang merupakan Pejabat Tata

Usaha Negara. Camat PPAT memiliki kewenangan publik untuk

menerbitkan akta jual beli ;

Jadi, pertimbangan Hakim yang menyatakan bahwa akta jual beli yang

diterbitkan PPAT (Camat) tersebut bukan merupakan Keputusan Tata

Usaha adalah merupakan pertimbangan yang keliru ;

Camat PPAT adalah merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang

memiliki kewenangan publik untuk menerbitkan akta jual beli.

Asal/sumber kewenangan PPAT (Camat) dalam menebritkan akta jual

beli tersebut berasal dari pemerintah (publik), bukan dari kontrak

bilateral/perdata ;
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3. Bahwa selain kekhilafan tersebut diatas, masih ada lagi kekehilafan yang
lain, yaitu di dalam amar putusan yang menyatakan bahwa Surat
Keterangan kepala Kelurahan Gunongsekar, Kecamatan Sampang
tanggal 24 Maret 1997 dibatalkan, akan tetapi anehnya justeru akta jual
beli nya dikuatkan. Ini sangat kontradiktif, karena akta jual beli yang
diterbitkan oleh PPAT Camat didasarkan pada Surat Keterangan Kepala
Kelurahan Gunongsekar tersebut, jadi kalau Surat Keterangan Kepala
Kelurahan Gunongsekar dibatalkan, maka menurut hukum akta jual
belinya juga harus dibatalkan bahkan semestinya harus batal demi
hukum ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke- 3 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Juris telah
melakukan kekhilafan dan kekeliruan dengan pertimbangan sebagai berikut :
1. Obyek gugatan (1) Surat Keterangan Kelurahan Gunongsekar tanggal 24
Maret 1997 berkaitan dengan masalah kepemilikan yang perlu ditetapkan
siapa yang paling berhak atas tanah tersebut, hal ini bukan wewenang
Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa/mengadili ;

2. Bahwa dengan demikian maka gugatan terhadap obyek 1 dan obyek
gugatan 2 harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan-alasan peninjauan kembali
lainnya menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk
mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon
Peninjauan Kembali : NYAI ZUHRIYAH, dan membatalkan putusan
Mahkamah Agung No. 302 K/TUN/1999. tanggal 8 Pebruari 2000 serta
Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar
sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali
dari Pemohon Peninjauan Kembali dikabulkan akan tetapi gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam
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semua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan
Kembali/Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004,
Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1986
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon
Peninjauan Kembali : NYAI ZUHRIYAH tersebut ;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 302 K/TUN/1999.
tanggal 8 Pebruari 2000 ;

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat untuk
membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan yang dalam
pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima
ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari Kamis tanggal 1 Pebruari 2007 oleh Prof. DR. Paulus E.
Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.
DR. Muchsan, SH. dan Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Hakim-Hakim
Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 34 PK/TUN/2001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10
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Direkiori Putasan:Mahkamah 'Agung-Republik'indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh Samir Erdy, SH., MH. Panitera Pengganti
dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota : Ketua :
Ttd./ Prof. DR. Muchsan, SH. Ttd./ Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH.
Ttd./ Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.

Biaya-biaya : Panitera Pengganti :
1. Meterai «oooeeveiiiiiiiiiiiiien Rp. 6.000,- Ttd./ Samir Erdy, SH., MH.
2. Redaksi .coocoviviiiiiiiiiinn, Rp. 1.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali .. Rp. 493.000,-
Jumlah ... Rp. 500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. 220000754

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 34 PK/TUN/2001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. |
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11
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PUTWSAR
NOMOR s 22,/FUT.TUN/1993/PTUN. SBY.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEIUHANAN YANG MAEA ESA "

e HNajelis Hokim Pengaiilan Teta Ussha Negara Sursbays yang

memeriksa dan mengadili sengketa tata usalia negara dalam
peradilan tingkat pertema, telali.memJatuhkan. putusan sebagai ~—
berikut dalam sengketa antara s

s 1. NURUL HUDA, — kewargamegaradn Indonesia, pekerjamn ——

— swasta, bertempat tinggal di J1eRonggo=.

joyo, Kebupsaten Malang § —
2o NXo ISTICHOMAH, kewargenegarasn. Indonesis, pekerjasn. ——
swastd, bertempat tinggal di Desa ——

Danowerih, Kecamaten KarangploSo, e

_».Kahupatem Malang 3

e 3¢ W-:’ — kewarganegearesn Indonssig, pekerjamn ——

- swasta, bertempat tinggal di. Losmen —=——

- Kawi, Jle Raya Panglima Sudirmen, ———

Kecamaten Batu, Kabupaten Malang, =
~—— ketiganya dalam hal ini diwskili oleh kuasa hukumya yaliu
emmmemere- BUDT KUSUMANING ATIK,SH den SULISTYOWATI, SH., Adwokat dan
e Pengacera, berkantor di J1. Sersyu Noel Malang, Sesual ———
—— dengean surat. kuasa khmsus tertanggal 12-2-1993 dam wniuk -
~—— selanjutnys disebut sebaged RAVICUGAT 3

"""‘M e boT HOmPEY kodudnicer: 44 JYe Kert

e §Oo1 Karengplosd, Malang, selenjuinya: —
.. disebut sebagal. TERGUGAT 3 e
= Hajelis Hecim Pengalilen Tate Usaba Negara tersebuti j et

———— Toleli membaoca Penetapen Ketus Pengadilan Tata Useha Negars.
Sursbaya, tanggal 1 Maret. 1993 Nomor zzlrm.mylsagaﬁmn;ssi:

tent _ho‘orco
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tentang Pemm jukan: Majelis Hakim. §
Telah membaca Penetapan Ketua.Majelis Hakim, tenggel ———

2 Mevet. 1993 Nomor + 22/PEN.UN/1993/PTUN. SBY. tentmg Penentum
Hari Pemeriksaan Persiapsan §

Telzh membaca Penetapan Ketua Majelis Hakini, tanggal ————
8 Aprdl 1993 Nomor s 22/PEN.TUN/1993/PTUN.SBY. tenteng Penentusn:
Harl Persidengan

= Telah membaca Penetspan Ketua. Pengadilen Tata Ussha Negara
Sursbeye, tenggal 30 April 1593 Nomor s 22/PEN.TUNy/1993/PTUN. SBY
tentang Perubshan Pemmjukan Najelis. Hakim

~———— Telah membaca Penetapen Ketua Majelis Hakim, tanggal ————-
10 Juni 1993 Nomor s 22/PEN.TUN/1993/PTUN.SBY. tentang Penarikem:
Pihak Ketiga BENYAMIN TANIHAHA sebagal pihek yang berkepentingen.
membels haknya atan Intervensi j

-— Telah membaca surat gugaten yang diajukan Pihek Penggugats
——— Tolah membaca surat-surat. ymg bersangkutan dengan perkara
tersebut 3

— Telah mendengar keterangan Fara Pihak yang berperkara den
ketersngan saksi. ;

TANG DUIUKNYA s
~—— Meninbangy bahwa Pihek Pengguget telah memgajuken gugaten
sengketa tata usaha negera secara tertulis tertanggal 22-2~1993
yang teMM di Kepanjteram Pengadilan Tata Ussha Negars ——
Surabays pada tanggal 24~-2-1993 di ‘batah Register Perkara:Nomox:
22 /108 /1993 /PTUN. SBY. yang isinya sebagai berikut: s
I+ Bahwa Tergugat dalam menjalanicm: tuges jsbatamya selaku ——

Kepala Wilayah telah melakukan perbuaten, yaitu sebagal —eew—
berikut

ae Telah menguatkan Surat Keterangan Kepala Desa (Berdasarken
pesal. 3 Peraturan Menteri Pertanian dam Agrarie No.2/1962);
be Tolaheease
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be Telah menguatkan Surat Keterangan Kepala Desa tentang ———
Surat Keterangsm Riwgyet Tanah, tanggal 23 Desember 1992 3
' ds Telah mengustken: Surat Keterangm Kepala Desa ( Untuk ——

23 Desember 1992 j -
Bahwa ketiga Surat Keterangan tersetut di atas isinya. tidak -
semg dengan data Buku Leter C yang ada di Desa Ngenep, ———-
Keoamaten Karangplosd, Ksbupaten Malang, yaitu di dalem Bukoa-
Leter C Bde 627 tertulis atas nama N, MANSYUR:(aysh daripada
Penggugat), ekan tetapd dikuatkan oleh Tergugat dalem tiga —
Surat Keterangan tersetut atas nama He BAIDOWI, selain dari -
pada itu nema He BATDONI tidak seme dengan nama yang ala pala.
bukti pembayaran pajak, yang mena pembayaren pajek atas tanch
tersebut pada bulan Desember 1992 telsh ditagih oleh Tergugat
kepada Penggugat, danPenggugst telah pula memenuhi tagihmn -
pajak tersebut. s

2¢ Balwa Tergugat telsh mengustian Surat Keteramgan Kepala Desa
tenteng Riwayst Tansh tertanggal 23 Desember 1992 untuk: ce
berhak atas temah milik Penggugat, oleh karema Akta Jusl
Belinya baxu dilaksanaken pada tenggal. 26 Desember 1992 § ——
3¢ Balwa Tergugat telah menguatken Surat Keterangan Kepala Desa
tertmgzal 23 Desember 1992 yang dibust oleh orag yang tidsk
berhak atas nama milik Penggugat 3
4 Bahwa oleh karena telesh dikma at-surat Keterangsn —
Kepala Desa tersebut, maka pala tanggel 26 Desember 1992 jual
beli atae teneh milik Penggugst yaitu tamah dengmn Leter C —
Noe627, atas persil Nec.1l8, Klas S.ITI, seluss 6,193 Ha atas-
nama M. MANSYUR, yang tsrletak di Desa Ngemep, Kocamatan ———
Karangploso, Kabupaten Malang, M"l‘h Tergugat. -
selekileccssccse
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selaku Pejabat Pembuat Alcta Tansh Wilsysh Kecamatan
Karangploso, Ketupaten Malang, dengsn Akta Jual Beli Noe 11 /
XII/Rarangploso/1992 3
Se Balwa perbuatm-perbuaten Tergugat tersebut telsh melangzar -
pasal 53 (2) a Undmg-mndmg Ndo5 talnm 1986 ; _
6+ Bahwa akibat perbuaten Tergugat tersebut, mska Penggugat —-

dirugikan secara mateérial, yaitu tidek dapatnys dilkmesainya /
digarapnya tensh tersetut, ssjumlah Rpe 5.0004000,~ ( lima —
Juta rupiah) 3
Sebagal informasi dapat kami teambshkam daftar Riwsyat Tamah. ———

sebagai berikut 3 —
de Balwa tanah milik Penggugat. tersebut berasal deri warisan ——

orang tua Penggugatl yang bermama He MANSYUR, yang berupa ———
sewah dan tensh kering/tegal, yang terletek di Desa Fgenmep, -
Kecamatan Karangplosd, Ksbupaten Malang, dalam Buku Desa ——
Leter C No.627 ates nama Mo MANSTUR, yaitu

- persil No.118 Klas S.III seluas 1,015 H sawah j —————
— persil Ndel4 Klas d.III seluas 6,193 H ;

Ye Bahwa tansh kering/iegal tersebut pernsh menjadi sengketa ——
antara Penggugat dengen He ROCHMAH (= nenek daripada

Penggugat) di Pengadilan Negeri Malang, yaitu dalam perkaras —
No.220/Pdt.G/1987/PN.Malang 3 4
oo Bahwa perkara tersobut telsh mendspat putusan Pengadilan e
Negeri Malang Noe230/Pdt.d/1987/PN«Malang, tertanggal —————
11 Agustus 1988 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawe TimuT -
No.913/Pdt/1988/PT.Sby, tertanggal 31 Desember 1988 Jo —me——
Putusan Mabkansh Agung N6.2593/Pdt/1989, tertanggal ————
31 Agustus 1991 ; .
de Bahwa Putusan Perkara Perdata No.230/PdteG/1987 PN Malang jo
Putusan Pengadilen Tinggi Jawa Timur No.913/Pdt/1988)/PE.Sty.—

Jo PP o~>o-"
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jo Putusen Mshkemsh Agwng N0.2593. tidak dapet diekselmsi lagi
oleh karens adanya Akta Perdamaimm Nde4h tertanggal ——————
& Pebruari 1989 dan. oleh karenanya: memurut. petunjuk Mahkeameh.
Agung dalem Surai NOe186/717/32/II/0MIU/Pat, tertanggel —
19 *Agustus 1992 yang menyataken behwa isi akta perdamaiam: ——
yang harus diekmekusi buken perkera polok j

) Bahwe atas petunjuk Mehksmsh Agung, maka Acte Perdemaien Noe

46 tertenggel 8 Pebruari 1939 tersebut dileksanaken oleh para
pihak yang berperkara, yeitu sebagaimana tersebut dalam Akte:
Perubshan/Pembetulan Akcte Perdamaien Noe54 tertanggal —————
8 September 1992 3 -
! Bahwa berdasarken Akte Perubshan/Pembetulan ikte Perdameiemn -
Noe54 tertenggal 8 September 1992 dem Akte Pernyatam Noel49,
150, 151, 152 dan 153 tertanggal 17 September 1992, telah —

dilaksemeken perdeamaisn tersebut dengan sempurna j

> Bahwa dengen telsh dilaksmekarnys Akte Perdemaian tersebut ,
neka Kuasa dari He ZARNAP Cs yaitu He ABDOELLAH ABDOERRAHMAN
SH telsh mengajuken pencabuten permohonean Exscutorial Beslag
dan Executie terhadap putusen Fde230/Pdt.G/1988 tertanggal -
11 Agustus 1988, Putusan Pengedilem Tinggi Jawa Tionar No.913/
Pat/1988/PT. Soye jo Putus Mehkemeh Agung HI Nds2593/K/Pat /
1989, tertanggal 5 Desember 1991 3
s Behwa atas permohonen dari kuasa He ZAENAP Gs tersebuty melce

Ketua Pengalilan Negeri Malung delam Surat Penetapamys ——
tertanggal 15 Olctober 1992 No.6/Hcs/1992/PN.Naleng teleh —
mengabulken permohonan penosbuten/pengengkaten Sita Hkselusi
(Executorial Beslag), yang kemudian pada tanggal 16; Olctobexr~
1992 dilskmkan penoshuten/pengengkaten site stes tansh Yasan
ex milik almarlum Haji MANSYUR, tersebui: Letter C Desa

Ngenep, Dukuh Watutalang, Kecanatan Karangploso*lid:!&? yaitu
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sebagai berikut s

- persil No.118 Klas S.II seluas 1,015 H (sawsh) 3 dan

| - persil N1 Kles d.TIT seluss 6,193 E (taneh darat/ tansh

kering) 3

i, Bahwa' pada temggal 5 COktobexr 1992 Penggugat. telsh.: melakukean

I.'

L 4

Ikatan Jual Beld di hadapen Notaris PRAMU HARYONO SH dengen.—
BENTAMIN TANIHAHA atas tansh warisan milik Penggugsat: seluas -
# 634505 m2 yang terletek di Desa Ngenep, Kecsmaten Kareng -
ploso, Ksbupaten Malang, dengan Penetapen Huruf C NOe627 —
sebagaimane dalem Ikaten Jual Bell tertanggal 5 Cktober 1992

tanpa nomor 3

Bahwa Jual Beli tersebut dilangsungkan dengan harga
Rpe95¢25Te500,~ (sembilam puluh lima Juta dua ratus lima ———
puluh tujuh ribu lima ratus rupish), dan atas penjualan tanah
tersebut pembeli BENTAMIN TANIHAHA telah menitipken umng muka
ates pembelim tensh tersebut sejumleh: Rpe36+000.000y~ ( tiga
puluh enam juta xupish) kepada Notaris PRAMJ HARYONO SH wtuk
dibgyarkan kepade Penggugat, akan tetapi oleh Notaris PRAMD -
HARYONO, SH uang tersebut hanya diserahkam se jumlah
Rpe 324000,000,~ (tiga puluh @us: juta rupiah) 3
Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1992 Pembeli tenpa sepengetahuen

Penjual telah menitipkan uang pelunasen atas pembelimn tansh
tersetut sojumlah RYa59425T 0500 = i(1ima puluh sembilen jute -
dus Tetus lina pulub tajuh Tibu lima Tetus rupich) kepada —
Notexis PRAMU HARYONO, SH

Bahwa setelah diketahuinya uang pelunasan atas penjualan ———
tansh milik Penggugat yang telah dititipken peda Notaris ——
PRAMU HARYQWO, SH', maka Penggugat meminta kepada Notaris: ——

PRAMU HARYONO, Sliagaa: ueng: ‘beztg_ebg'b_mdiserapkan_kqpad@

Penggugat

Me Bahwa.. . ooPO‘
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' Bahwa. permintasn Penggugat. tersebut ditolak oleh Notaris ———

PRAMU HARYONQ, SH dengan alassn adanys Surat Pemblokiren dari
He YUSUF melalui kuesanya yaitu MAS ISMAN HADIWIYATNO, BA ;—
Bahwa. atas pemblokiran. tersebut. Penggugat telah: melakuken ———
Ban'tshan yeng ditujuken kepada Tergugat: sebagaimena tersebut
dalan Surat Ndell2/SK.BKA/XI/92, tertanggal 17 Nopember 19923
Bahwa oleh karena tidak berhasilnya Penggugat meminte usng —_—
penjualen ates tenak miliknya yang dititipksm di Notaris

PRAMJ HARYQNO SH, make.salsh satu Penggugat yaitu NURJL HUDA
berinisiatif sendiri memberikan kussa juga kepada orang yang
bemama SATERDJAN selain kepada kuasa pertama yeitu BUDI ——m
KUSUMANING ATIK, SH, pada 20 Nopember 1992 wntuk melalcukan: —
Pengurusen agar usng pelunasan atas penjuaslan tanah tersebut
dapat segera diterima cleh Penggugat:

' Balwra Penggugat NURUL HUDA. pada tanggal 14 Desember 1992 ———

teleh mencabut: Surat Kuasanya tertanggal 20 Nopember 1992 —
yeng diberiken kepada SATERDJAN, yang Surat Pencabutamnmya —
tersebut Penggugat tembuskan kepada penerima kuasa pertama —-

den ternyata surat kuasa yang telah dicabut tersebut

dilimpahken kepadsa He YUSUF oleh SATERDJAN g

o Bahwa tanpa sepengetaluen Penggugat telsh dilsksenakan jual -

beli atas tanah miliknya di hadapen Tergugat selaku Pejebat. ~
Pem};uat Acta Taneh Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang —
pada tenggal 26 Desember 1992 dengan Jual Beli _Nfo'.ll/XII/ —_—
Karengploso/1992 kepada BENYAMIN TANTHAHA

Bahwa tindaken Tergugat tersebut diketahui Penggugat pada ——
tenggal 15 Januari 1993 sebagaimena tersebut dalam Laporsn —
Kepolisian Nos POL. STL/08/1/1993/Serse ;

' Bahwa Tergugat dalam menjalemkan tugasnya selaku Pejebat: ——

Pembuat Akta Tanah telsh melakukan kekelirusn dalem pembusban

Akba‘oxofcvo'ou
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Akcta Jual Beli Noell/XIT/Karangploso/1992, tertanggal ———
26 Desember 1992 yaitu terbulcti dari s

DALAM KOMPARISI Aktu Jual Beli Nos11l/XII/Karangploso/1992 —
tertanggal 26 Desember 1992 @

ae Tidak dicantumkannya tanggal maupun nomor dari Surat ———
Keterangen Waris yang telsh diketalui Kepala Desa dan ——
Cemat Karangploso atas neama Tre YUSUF selelu Penjual j—
Pe' Tidek diomtunkamnys tanggal Surat Kuasa He NAFSIAH, —
He SOFIAH, H. ZARNAP dan He MAIMINAH yang diberikamya —

The YUSUF selakn Penjual

ce Dicantumkannya Tne He YUSUF sebagai Ahli Waris: Pengganti
dari

1. ISTICHOMAH, Desa Donoword, Keocamatan Karangploso, ——
Kebupaten Nalang 3 ,
2. NURUL HODA, bertempat tinggal di Singosari, Jalan Raya
Ronggo jcyos Kabupsten Malang: 5 — :
3. CHUSNUL CHOTIMAH, bertempat tinggal di Bat, Jalan ——
Reya Panglima Sudirman, Kabupaten Malang: 3

tanpa dicmtunkamya Surat Ketersngen shli Wards Penggen-
ti dari mereks kepaia YUSUF selaku Penjual, yang.

dicentumkan justru Surat Kuasa Limpshen (Substitusi) —
tertanggal 1 Desember 1992, lebih~lebih lagi Penggugat —
yamg digentikamys. selaku shli wards oleh YUSUF masih ——
de Dicantumkamys identitas Pembeli yang tidak sebenarnys, -

yaitu Pembeli yag bordomisili di Jalan Muria Foe20 =
Melang, dicentunken bertempet tinggal di Desa Ngenep; ——
Kecamatan Karangplosd, Kabupaten Malang 3

t. Bahwa Tergugat dalam menjalanken kewenangemmys, tenpa hak —-
den alasan yang sesual dengan ketentuan hukum dalam e

S e
p_qmbua:bg¢ rryYl 0‘
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peubusaten Akta Jual Beli Ndell/XIT/Kerengploso/1992 '

tertanggal 26 Desember 1992, yaitu sebagai berilkut : —

de

be

berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut: s .
1 Mengabt;lkm gugetan Penggugat selurulnya j
2 Memye:t;akén, perbuatan Tergugat melanggar pasal 53 (2) a Undeng-

wndeng Noe5 talnm 1986 j
3+ Menyataken tidak sah yaitu :

a'.'f

[
De

de'

Memberiken hek wntuk menjual ates tensh milik Penggugat —
kepada ormg ymg tidsk berhak wntuk menjual, yaitu —————
He *“YUSUP 4 : —

Menggmékm Surat Kuasa Limpshen (Substitusi) tertanggal -
1 Desember 1992 yang mengandimg oacat huloum, yaitu. Surat -
Kuasa Pokok tertanggal 20 Nopember 1992 hanye Surat EKuasa
dari salah satu pihak Penggugat, yaitu NURUL HUDA, sedang-
kan dalam Surat Kuasa Limpshan disebutkan seluruh

Penggugat, yaitu NURUL HUDA, ISTICHOMAH den CHUSNUL e
memberikan kuasa kepada SATERDJAN, sebagaimana terbulkti —
dalen bulcti Pi23 den Fe24s, lebih-lebih Surat Kuasa Pakok
rada tanggal 14 Desember 1992 telsh nyata-nyate dicabut —
oleh Penggugat NUHIL HUDA, oleh karenanya YUSIF selaku —
Penjual yemg didsssrl oleh Suret Fnsss vexsebut alalah —
tidak sah, lobih-lebih lagi Surat Kuasa Pokok maupm Suret
Kuasa Idmpehen: terscbut buken Surat Kuese wntuk Menjual: j—

Berdasarkam hal-hal tersebut di atas, maks dengan ini dimohon ——
kepada Pengadilen Tata Uszha Negara: Surabayas, wntuk memanggil —
kedua beleh pihak guna didengar keterangannya den selanjuinys ——

Surat Keterangan (Berdasariam Pasel 3 Peratursn Menteri —
Perteniem dan Agraria Nde2/1962) 3

Surat Keterangan Riwsyat Tansh tertanggal 23 Desember 19923
Surat Keterangan (Untuk Memenuhi PP 10/1961 den ——
PMPA¢caves
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PMPA §0.2/1962) tertanggal 23 Desember 1992 3

ds Surat Pernyatasn tertanggal 23 Desember 1992 § e

¢. Pengesshan atas Akte Jual Beli FPAT No.1l/XIT/Karangplosoy
1992, tertanggal 26 Desember 1992 3

4¢ Menginiom Tergugat, wituk membsysr ganti gl kepads Penggugat
sebesar Rpe5e¢000.000,~ (1lima juta rupish),
Se Mangimlom Texgugat watuk membayar ongkos perkara yag timbul
——— Menimbang, Dahwa sebelum pemeriksamn persidengen telsh —
dilakukan Pemeriksasn Persiapan 3

Pihak Penggugat telsh diberiken nasehat untuk memperbailki

gugatannya, sedangken kepeda Pihak Tergugat telah: pula dimintad
renjslasan tentang gugatan Pemggugat dem kewenangannya ;
~——— MNenimbang, bahwa pada harl persidengan yang telah

ditentuken, Para Pihak dateng hemghad.e.p di persidangen $ =——————
- Untuk Penggugat diweakili kmasanya yaitu BUDI KUSUMANING ATIK -
SH den SULISTYOWATI, SH sesual dengam surat kueasa kimsus ~ee—
tertanggal 12-2-1993 3

- Untuk Tergugat haiir sendiri yaitu Dxe. SBI HARYANTO selcku —

Camat Kepala Wilgyeh Kecamatan Karangploso, Ksbupaten Maleng
— Nenizbeng, balwa setelsh isi gugeten Penggugat dibacakean -
di persidengan, kepads Pihsk Tergugat. telsh diberiksn kesempatan
wiuk penyampaikan jarabmmys.
w——- Menimbang, balora Pihsk Tergugsat telsh mengajukan Jjswraben—
nya tertanggal 26 Mei 1993 ymg isinya sebagal berikut 3 w—eemee
1 Balwa Tergugat menolsk keras semua dalil-dalil Para Penggugst

yang dirumuskan di dalam gugatamnya tertanggal 22 Februari 93
kecuali hal-hal yang diakuinya dengan tegas. —
Ze Balura Para Penggugat telsh mangakui dengan tegas: balwa. <

p& oicfo:o, o,o‘:’


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

para Pihak telah tercspal perdamaisn, bahwa perdamaism ————
tersebut telsh dituangken dalem Akta Notaris Nomor 46 —————
tertanggal 8 Februari 1989 yang telsh diadsken perubshen ——
dengan Akta Perdamalian Notaris Nomor 54 tertanggal
B Septtmber 1992 (gugatan halamen 3 tutir e) 3 _ ‘
3o Balwa Akta Perdemaien tersebut dilengkspi dengen Akta w———-—
Pernyatam Nomor 149, 150, 151, 152 dem 153 tertanggal ———
17 September 1992, yang menyataken bahwa perdamaien tersebut
telah dileksanakar dengan semmuoma. §

4 Bahwa dengan demikimn, tidak benar dalil para Penggugat

nencari-cari kesalshan administratip yang terdapat dalam Akta
Jual Beli Nomor 11/XII/Karangploso/1992 tertenggal
26 Desember 1992 3

5e Balwa Tergugat membuat Akta Jual Beli Nomor 11,/XII/ Karang -
ploso/1992, berdasarican t

de Surat Pernyatasn bersama "lfpﬁamaim” bukti bertmnda Tel -
biru

be Surat Keterangen dm Pernyatasn yang dibuat. oleh Notaris —
PRAMU EARYONO, SHi yeng diketalmi oleh MAS ISMAN HADI - =
WITATNO, BA dan SMARTENRIJK WELEM NOPE, SH (Pengacara) =
bukti tertenda Te2 biru, yeng menyataken tidak ads ——————
tuntutan dari para pihak

Berdassrkan: hal-hal yang diuraiken tersebut di ates, Tergugat —
mohon sgar Pengadilan Tata Ussha Negara di Surabsya men jatuhkem

putusan ¢ -
Menolak gugatan para Penggugat NURIL HUDA dkk. selurulnysly e
atan setidak~tidalnya memjatuhken putusan 3

Menyatakan bshwa gugatan para Pemggugati NURUL HUDA dkike tidak —

dapat diterima j

- Menimbang, bahwa ates Jawsbam dsri Pihek Tergugat tersebut

LR 1]
kompdjariaeels
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kemdian Pihak Penggugat mengajukem Bopliknys tertanggal 27 Mei-

1993 yang isi pokoknya sebagai berikut @

le

2o

Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh jawaban Tergugat,
karena itu: Penggugat tetap berpegang teguh pada gugatennye j-
Bahwa harusleh ditolak jawsban Tergugat point 4, oleh karens
tidek berdasarkan atas hmlaude

Agaknya. Tergugat pura-pura tidaek mengerti dengan jelas akan -
prerbuatamya sebagaimarsa tercantum dalam gugaten Penggugat, -
sehingga: dengan kepura-puramnya tersebut, Tergugat membuat -
Jawsben: yang same sekali di Inexr: dalil gugatan yang sebenar -
nye. 3
Bahwa haruslah ditolsk Jawsban Tergugat point 5, oleh karemas
de Surat Pernystasmn bersama "Perdamaian” bukti tertanda Tel -

biru

be Surat Keteragm dan Pernyatamn yang dibuat oleh Notaris -
PRAMD HARYONO, SH yang diketalmi oleh MAS ISMAN EADIWITAD-
NO, BA dan SMARTENRLJK WELEM NOPE, SH , bukti tertmda Te2
biru 3

tidak dapat dijadiken dasar pembuatan Akta Jual Beli Nomor
11/X1I/Karangploso/1992, lebih-lebih: lagi kedus surat
tersebut tidak ssh memurut hukume ’

Seharusnya Tergugat selaku Pejebat Pembuat Akta Tansh
memgotélmi surat-surat apa saja yang diperlukan dalar rangks
Jual bell atas tanah yang belum bersertifikatl menurut

Peraturan Pemerinteb No0.10/1961, yaitu harus disershken pads
Pojabat Pembuat Akta Tansh adalsh 8 -~

le Surat Bukti hak tensh 3
2+ Keterangan Kepala Desa.yang dikuatkan oleh Camat yang «——

nembenarken Surat Bukti hak itu (identitas tansh)e —————
Daxi hal tersebut di atas jelaslsh bahwa prosedur dibuatnya -
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nelanggar pasal 53 (2) a Undang-wmdang Nde5 Talm 1986 3

Acta Jual Beli tersebut jelas—-jolas melanggar ketentuan PP —
¥0.10/1961, yaitu terbulkti s

To Masih beradanya di tangan Pemggugat Surat Bukti hak tanahj
2¢ Ditulisnya secara salah Idemtitas tanah yang dikuatksn —
oleh Tergugat selsku Kepala Wilaysh Keoamaten Karamgplosd
Kabupaten lalang 3

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugal texsebut telah —

Deaxri hal-hal sebagaimana diuraiksn di atas, maka dengan ini ———

dimohon kepada Pengadilam wtuk menjatubkan Putusan @

Mengsbulksn gugatan Penggugat sebegal yang telsh dimohon:dalam -

gugatamys }

——— Menimbang, bshwa atas replik dari Pihak Penggugat tersebut,
kemudian Pihak Tergugat mengajukan duplilmya tertamggal 17 Juni~

1993 yang isi pokolnya sebagal berikut. s

1 Bahwa Tergugat memolsk keres replik Penggugat tertenggal ———

27 Mei 1993, karena bertentangan dengan pendirian Tergugat, =
kecuali hal-hal yang dengan togas diakui kebenarannya §j ———

2. Bahwa ditegaskan disini, bahwa Tergugat membuat Akba Jual —

Beli Nomor 11/XII/Karangploso/1992 tertanggal 26 Desember '92
adalsh sebagal Pejabat Pembuat Akta Temeh (PPAT), yeng

merealisasikan kehendak pemjual dan pembeli $

3, Bahwa penjual dalam proses Jjual beli tersebuts adalah termasuk

para Penggugat NURUL HUDA dki, yaitu pihek-pihek yang

berperkara berebut harta peminggalan leluhurnya. ; dan perkara
sengketa warisan tersebut sudah diputus dalam tingkat kasasi,
dengen keputusan. Mahkameh Agmg ReI. Nomor 2593K/Pdt/1989 —
tenggal 31 Agustus 1991 dm kemdimn diselesaikan dengm ——
perdamaian: §

4+ Bahwa dalam jual beli tersebut, para Penggugat NURUL HUDA dkke.
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telah menerima uang muka dari pembeli sebesar Rpe32.000.000,-
(Tiga puluh dua juta rupish), sebagaimana yang tercantum ——
dalam gugaten halamsn 4 butir J 3
5S¢ Balwa berdasar atas posita gugaten pare Penggugat NURJL HUDA-
dkicer mengenai "jual beli" tersebut sebenarnya tidak ada ————
Permasalshan yang prinsip, karema
Sele bahwa persoalan obyek jual beli yang disengketeksn sudsh
diselesaikan dengen perdamaisam, gugsten halaman 3 butir

edam £

Se2e bahwa Panggugst NURUL HUDA dldce adalah termasuk "pihak -
penjual" yang telah menerima uang muke dari pembeli, —e
gugatan halaman 4 butir j j

6e Balwa yang dialami Tergugat pada saat merealisir kehemdak —
penjual dan pembeli tersebut tidak ada perselisihan, sudsh -
berdamai 3
7o Balwa dengen demikimn tidak releven melibatken Tergugat dalam
perebutan harta warism yang berkelanjutan ini 3

Berdasar hal-hal yang diuraikam tersebut di atas, Tergugat tetap
pada pendiriamnya, yaitu mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha =~
Negara di Surabgya berkensa memmtuskan perkara ini s

" Menolak gugatan para Penggugat NURUL HUDA dkic. selurulnya " j-
At setidak~tidainya menjatuhken putusan

" Mem'atlakm bahwa gugatan para Penggugat NURUL HUDA didcs tidak-
dapat diterima ® 3

——— Menimbang, balwa atas prakarsa Majelis, kemudian Hakim —
Ketua mengeluarksn Penetapan untuk menarik pihak BENYAMIN TANT —
HAHA sebagai pihak ke-III atan Intervensi yang berkepentingan —
wtuk membela halnya, dengan Penetapan tanggel 10 Juni 1993 ——
Nomor : 22/PHN.TUK/1993,/PIUN. SBY. 3
Menimbang, bahwa skan tetapi meslipun BENYAMIN TANIHAHA -

'telah.. eooe
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telah dipemggil dengan patut, temyata yang bersangkuten tidak -

hadir di persidangan dan tidak memberiksn keterangan atau alasan

t@tm ketidekhadirannys, maka IMajelis Hakim menganggap ———

bahwa BENYAMIN TANTHAHA tidak menggweken helnye

——

Pihek

Mm.im'bmf, bahwa untuk memperknat dalil-dalil gugatamya s

Penggugat telsh mongajuksn alat-alat bukti tertulis —~———

dengen tanda Pol 8/d Fe33 yang diperinci sebagai berilut. s —

£ Bukti yang telsh dinagegelen damn teleh telah dicocokkeam ———

sesual dengan aslinys, yaitu 3

Te
VP

8.
9o
10e

126
13.
1.
15¢
164
17.
184

 Akte Jual Beli Fdo1l/XIL/Karengploso/1992 tenggal -

* Pembetulan Akte Perdamaien Noe54 (Pel3) 3

Suret Pernyatamm Ahli Waris tenggal 21-11-1993: (Pel) 3~
Surat Ketetapan IPEDA tanggal 2-1-1976 aene HoMANSTUR(P.2)3
Suret Ketetapsn IPEDA NOo627 detie’ HoMANSYUR: (Pe2e) 3

Surat Ketermgan Riwayst Tanah tenggal 23-12-19952 (Fo4) 3~

26-12-1992 (PeT) 3

+ Salinan Putusan no.“zao/me.e/m?/‘m.mm (Pe8) § —m—em
* Salinan Putusan Pengadilan Tinggl Jewa Timur nd’i?a;3/mm/-,-_.

1988 /PT. SBYe (P.9) 3
Salinan Putusm Mahkemsh Agvng N0e2593/K/Pdt/1989 (Pe10) 3
Aicta Pexdanaian Fde46 taggal 8-2-1989 (Pe1l) 3
Surat Ketaa Mehkemsh Agung RI No.186/717/92/I1/0n-10/Pdt.-
tenggal 19-8-1992 (P.12) 3

Surat Pernyatamn No.149 tanggal 17-9-1992 (Pel4) g
Surat Pernystem Noe150 tenggal 17-9-1992 (P.15) j————
Surat Permysatam Noe151 tanggal 17-9-1992 (Pol6) §ommmmem——
Surat Pemnyatasm No.152 tanggal 17-9-1992 (Pel7) 3———

Surat Pernyatam NG.153 tanggal 17-9-1992 (P.18) 3
Penetapan Naoe6/Bcs/1992 /M. Nalang tanggal 15-10-1992(P+20) 3

Berita Acara Pencabutan/Pengangkaten Sita Hcselusi ———

Mrnooo;
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Nomor 6/Hks/1992/P.Melang (Pe21) 3
19+ Surat FooW10eDeMLGs PA.01.06-2097 tenggal 20-10-1992 ———

perihal pengangkatan sita eksekusi (P21 ) 3
20. Surat No.112/Sk~-EKA/XT/92 tenggel 17-11-1992 tentang ——
pemblokiren Akte (P.28) 3

1. Surat Kuasa Ktusus tertanggal 20-11-1992 (Pe29) 3 ———
o0, Surst Kuasa Limpshan tertanggal 18-12-1992 (P29 &) j——
23, Surat Penosbuten Surat Kuasa tanggal 4-12-1992 (P.30) g
24+ Tenda Terima Pencabuten Surat Kuasa (Pe31) 3
25 Surat Polunasan PEB The1992 aene H. MANSYUR/NURUL HUDA ——

(Pe32) 3
26, Tenda Terima Sementara Pembayaran PEB tanggal 22-11-1392
(Pe33) 3 .

B. Bukti yang telsh dinapegelen tetapd tidak bisa dicocolkkam ——
dengsn aslinya
27, Surat Keterangan Riwayat Tensh Berdasarken Pasal 3

Peraturen Menteri Pertenian dan Agraria §0.2/1962 (Pe3) 3
o8. Surat Keterangesn tanggal 23-12-1992 untuk mememihi PP ——
Fo0.10/1961 den PMPA Noe2/1962 (Pe5) 3

29y Surat Pemyataan H.TUSUF tenggal 23-12-1992 (Pe6) j——

30, Surat Pencstutan Permohonen Hesekusi tanggal 12-9-1933 —

(Pe19) 3 . —
AT, Kwitemsi Penbayavan tanggal 16-9-1992 (Pe22) 3 ———

32, Kwitansi Penitipan Uang tanggal 17-9-1992 (Pe23) 3

33, Kwitensi Homor Perdamaism: tenggal 18-9-1992 (Pe24) §———
34, Kwitensi Bisya Proses Ikselusi tanggal 14-10-1992 (Pe25)3
35. Eritmsi Penitipm Penbayaren Rpe59e257e500y= (Fe26) y—

36+ Pemblokiren Pembuaten Akte Peralihan Hak tenggal
13-11-1992 (P+27) 3

e Monimbeang, belwa Penggugsat di samping mengajukan alat bukti

;IBEVJ;Q'O oo
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Juga telah mengajuken seormg Sekoi yaitu bemema s

SLAMERY WIDODO, Umxr 34 Talnm, Pelerjam Anggota POLRI Pangiat —
Sersen Satu, Agama Jslam, Alamat : Asrama POLEES
Nde3] Kepanjen Malang, —

Bahwa Atas pertanyasn Majelis Hakin, Saksi tersebut telah

memberiksn keterangm di bawah sumpsh yang pala pokolmya sebagad
berikut

v e

- Bahwa Saksi menyatakean kenal dengan Penggugat dan Tergugat, —
tetapi tidsk ads hubungan keluargs

- Bahwa Saksi mengeialmi adanya sengketa TUN antara Penggugat —
dengan Tergugat j
- Bahwa Saksi memeramgkan, kalan Camat Karangplosos tidsk merasa
membuat Akte Jual Beli No.11l/XII/Karangploso/1992 teanggal —

26-12-1992 karena hanya tinggal tanda tangen 3

- Bahwa Saksi memerangkan banyek kejanggalan dalam Akte tersebut
karena adanya Surat Kussa Limpshen yang digumakan wuntuk proses
pembuatan Akcta Jual Beli tersebut §

- Bahwa Saksi menjelaskam, bila Akte Jual Beli dibuat tidak eeee—
sesual dengan bunyi Akte "telah menghadape..dst”, oleh karena
pihek pembeli den penjual tidak pemsh menghadap bersama~-sams
sesuai kehendak Aktes di hadapan Camat 3

- Bahwa pemberi kuasa pertama dasamya adalah NURUL HUDA, tetapi
dalam Surat Kuass Limpehen diosntumken NURUL HUDA, ISTICHONAH,
den CHUSVUL CHOTIMAE, yaitu Surat Kuasa Limpshan dari SATERJAN
kepada H.YUIF 3

- Bahwa dibenarksn oleh Saksi jika ada Akte Perdamaiam, namm —

dilakuksan tanpa persetujuan pihak Pemberi Kuasa j
- Bahwa latar belakang timbulnya masalsh ini adalsh uang, dimana
pembeli yaltu BENYAMIN TANTHAHA telsh menyerahkan kelurangen -

peubayeran + Rpe' 63 jute yang diterimekan kepala PRAMJ HARYONO

(NO ﬂ'iﬂ)co‘o\l


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

(Noteris), tidek diserahkem: kepala NURUL HUDA tetepi

diserahken kepada He YISUF 3

— Balwa Acte Jusl Beli ditende-tangani di rumsh Camet (Tergugat)
dimena dalam Akte tersebut pihek penjual sudeh tanda tangan —
gsementara pihak pembeli belum tenda tengan §

— Bahmwe sesual dengan keterangan Kepala Desa Ngemep, bahwa tansh
sengketa tersebut delam Petok D atas nama Ho MANSYUR § ——————
— Bshwa Surat Keterangan Riwgyat Tanah yang dibuat, dilakuken -~
di Keoamaten dan kemudien Kepala Desa tenda tengan di Keoamat—~

a 3

.- Bahwa keterangan Saksi ini disampaiken sesuai hasil pemeriksa~
anya selakn Penyidik, dimana sebagal tersangka kasus pidana -
nya yeitu H. YUSUP, NAS ISMAN dan CAMAT Karsangploso }

— Menimbang, balra atas keterangen Ssksi Penggugat tersebut
Pihak Tergugat tidak msmberikan tenggapamys, dan sesual dengan
pernyatammys bahwa keterangen Saksi tersebut acdelah betul j—
— Menizbang, belws ates kesempetan yang diberikan oleh ——
Ma;}élis Hakim, Pihsk Tergugat tidek mengajuken bukti den Saksi
——— Menimbang, balwa pada ekhir pemeriksasan persidsngan, Pihak
Penggugat telsh mengajuken kesimpulermya tertanggal 22 Nopemben-
1993 yang isi pokelmya sebagal berikut s

1. Bela deri bukti Pel, yaitu Surst Pernyetam Anli Wexis ——

tertanggal 21 Nopember 1985 temnyatalsh bahwa Penggugat ——

sdalah ehli waris dari H. MANSYUR j

2, Behwa dari bukti 3 —

- P.3, yaitu Surat Keterangan Kepala Desa (Berdasarksan Pasal-
3 Poraturan Menberi Pertanimn den Agraria Noe2 /1962) =
- Pe4, yaitu Surat Keterangan Kepala Desa tentang Surst ——
Keterangean Riwayat Tansh tertangzal 23 Desember 1992  §ommarmen-
- F.5, yaita Surst Keterangen Kepala Desa (Untuk Memermhi —

PP Hdi10/196L00%
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PP No.10/1961 den PMPA N0.2/1962) tertanggal 23 Desember —
1992 3 roctoasime
- Pe6, yaitu Surat Pemyatam tertanggal 23 Desember 1992 §—
terbuktilah bahwa Tergugat telsh menguatkan bukti Pe3 s/d P.6

yang ternyata surat-surat tersebut isinya tidsk sama demgan -
data Buku Leter C yang ada di Desa Ngemep, Kecamatan Karang-
rloso, Kabupaten Halang, yaitu di dalam Bulu Leter C Noe627 ,
tertulis atas nama M. MANSYUR, dsm hal tersebut dikuatken ——
pula dengan bukti Pe2 dan Pe2a, yaitu Surat Ketetapan Iurm -
Pembangunan Daerah, akan tetapi dalam bukti Pe3 s8/d Pe6 yaitu
Surat-surat yeng dilmatkan oleh Tergugat telah ditulis atas -
nama He BAIDOWI 3

Bahwa dari keterangan Saksi Pemggugat, Sertu SLAMET WIDODO ~
selakn Penyidik Polres Kepanjen-Maleng, telah memerangksn ——
Berita Acara Pemeriksasn Tergugat selalu tersangka maupm ——
saksi Bapak WAKIDI (d/h. Kepala Desa Ngemep), dalam tindek =
ridana pemalsusn y=ang telsh dilaporkan oleh Penggugat, yaitus
gs Bahwa bukti Pe3 8/d Pe6 yang dikuatksn oleh Tergugat teampa
melalui Kepala Desa dan tidek perneh melihat Buku Desa -
(Buku Leter C), bahwa atas isi dari Pe3 s/d P.6 Tergugat -
telah ditegur oleh Bapak WAKIDI (d/he Kepala Desa Ngenep |
Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang), ketika

Bapak WAKIDI disuruh menanda-tengani bukti Pe3 8/d Peb ——

naupun bukti Pe’/, yaitu Akta Jual Beli tertanggal

26 Desember 1992 Noe1l/XII/Karangploso/1992.
Bahwa atas teguram tersebut, Tergugat mengatekannya skan -
digenti, akan tetapi sampal dengan Bapak WAKIDI diperiksa~
sebagai Saksi di Polres Kepenjen-Malang belum juga digantij
be Bahwa bukti Pe7 yaitu Akta Juel-Beli tertanggal 26 Desember

1992 No.1l/XII/Karengploso/1992 ditanda-tangani oleh

‘I‘em@a‘b.‘. o‘l_a oo
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Tergugat di rumah Tergugat, bahwa pada wektu Tergugat

cenenda-tangani Akta Jual-Beli tersebut telah terketik, ——

Tergugat tidak mengetalmi siapa yang pengetik, oleh kerena-
Akcta Jual-Beli tersebut dibawa ke rumah Tergugat oleh

Beseorang yang bernama ISMAN HADIWIYATNO, BA beserta

temannya telah terketik 3 et et
ce Bahwa penandatengaman Akta Jual-Beli oleh Tergugat tersebut

tidak bersamasn dengan pihak pembeli, pihak pembelipumn

menandatengani Akta Jual-Beli tersebut tidak di hadapen ——

Tergugat selaku Pejebat Pembuat Akta Tansh §
de Bahwa yang berhak membuat Pe3 8/d Pe6 adalah Kepala Desa, -
kemdien Tergugat yang menguatkammyd, asken tetapi memurut -
Bapek WAKIDI yang membuat adalah Tergugat dan Bapak WAKIDI
disurvh menandatangeni bulkcti Fe'3 s8/d Fe6 setelsh terketik 3
é. Balwa atas terjadinys jusl-beli milik Penggugat tersetut —
telah dilaporken di Polres Kepmjen - Malmg dem sds ———
5 tersangks, salsh satunya adalah Tergugat j
Bahwa atas keterangan dari Bapak Sertu SLAMET WIDODO tersebut,

Torgugat telah membenarkan ; .
4. Balwa ternyataleh Tergugat tidak dapat membuktikan dalil ——
bantehamnya, melshen Tergugat telah membenarkan semua:

keterangan Sekei Perggugat 3 -
Bahwa dari hal-hal tersebut jelaslsh bahwa bulcti Pe3 s/d PeT ——
pembuatamya adalah tidak melalui prosedur hukum ymg sebenarnya,
oleh karena itu Pe3 s8/d PsT7 haruslsh dibatalkan

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka demi hukum dengan ini -
dimohon kepada Pengadilan Tate Usaha Negars untuk berienan ———
menjatuhkan putusen sebagéimana tersebut dalam gugaten Penggugats
——— Meninbang, bahwa Pihsk Tergugst juga telsh mengajuken ———
kesimpul emnya tertvanggal 15=11~1993 yang isi pokolmya sebagal ——
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berikut s

1o Bahwa Terguget pala prinsimya menolak dalil-dalil ymmg telah
iikemukskm oleh Penggugat kecusli terhadap hal-hal yang —

secara tegas diakuinya 3

2, Bahwa Tergugat teteap dalam sanggaharmya sebegaimana teleh ——
dituangken dalam Jewaban pertema tertangzal 26-5-1993 dan —
Duplik tertanggal 27-5-1993 3

3. Balwa pada prinsimya &pa yang djdalilkan oleh Penggugat ——

dengan memcari-ocari kesalehan Administratip yang terdapat =
dalam penerbiten Akta Jual Beli Foe11/XII/Karengploso/1992 —
alalsh tidak benar dan tidak mempmyai dasgar oleh karema $ —
- Jusl Beli tidek ada permasalshan oleh karena adanys —————

kesepakatan antara pihalc pembeli dan penjual $

- Akta Jual Beli dibuat dan dilakuksn sebagaimana prosedur —

ketentusn yang berlalku, karena telsh memenuhi syarat —————

sebagaimana ketentuamys. \;

— Mengenai obyek jusl beli yeng disengketakan sudah diselesai-
ken dengan perdemaian yang dituangken dalam Akta Notaris =
Noe46 tertanggal 8-2-1989 (bukti Po1l) yeng kemudien telah
diadsken perubahen Akta Perdamais Noe.54 tertenggal ————
8-9-1992 (bukti P.13) den sebagaimana lampiran Jawaban ——
Tergugat (Tel) yeitu Surat Pemnyatam bersema Perdamaian ——
sertenggal 1-12-1993 serta Surat Pemyatam dan Keterangan
sertanggal 26-11-1992 (T2) 3

- Bahwa Akta Perdameian tersebut telsh dilaksanakan dengan —

gempurna sebagaimena yang diakui Penggugat dengen

mengajukan tukti-bukti dengan Pernyataan No.149, 150, 151y
152 dan 153 tortanggal 17-9~1992 (vide Penggugat yaitu P.14,
Pel5, Pe16, Pel dan Pe18) 3

— Bahwa oleh adanya Acta Perdamsisn dan Pernyatesn Bersama —

geb aim vs).‘.".“.’.‘
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sebagaimena disebutkan di atas, mska tidak ada lagl ———

tuntutan dari kedua belah pihak baik pembeli ataupumn
penjual, sehingga layalnya bisa disebutken balwa sengketa -
jual=-beli tidak ada lagi 3

Behwa, sehubungen dengan keterangan Saksi SLAMET WIDODO yang -
didengar keterangamya pada persidengan tanggal 24 Agustus —
1993 adalsh ketermgan yang diberikan oleh Seksi, oleh karena
yang bersangiutan adalsh Penyidik dalam masalsh pidana yang -

kajtammya dengam & —

- Aanya kejanggalan dalam pelimpshan Surat Kuasa dan
pemalsuan karena ade bagian dari Surat Kuassa yang ditambah~-

ken 3

-~ Adenya penggelspan kekurangan pembayaren sebesar
Rpe63+000.000,~ yang diserahkean oleh pembeli BENYAMIN TANI-
HAHA kepada Notaris PRAMU HARYONO SH tetapi tidak disampai-
ken kepada Penggugat § =

Oleh karena keterangan tersebut adalsh hasil dari pemeriksasn
perkara pidana yamg belum dibuktikan kebenarammya dan masih -
diperiksa, maka dengan ini kami mohon Majelis Hekim {idek =

mempertimbengkammya 3
Bshwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan menerbitkean ——-

Acta Jual Beli No.1l/XII/Kerengploso/1992 adalsh benar oleh -

kavers tidask terdapat apa-spa yang sebagaimana dikemukekan —

Penggugat, karena Tergugat selalu Camat den PPAT hanya
bertindek mengesshken dan memuangkan dalam bentuk Akta Jual -
Beli dari apa yang dikehendald./disepakati oleh Pembeli dan —

Penjual, karena berdasarkan pengamaten dan penelitian e

Tergugat tidek ala unsur pemeksas, penipuan den tindakan —

pelanggaran hulum di dalamya § e

6. Balwa kalaupum di kemudian hari dalam Akta Jual Beli tersebut

tordapateesee.
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terdapat perbuatan yang melawan hukum den terjadi persengketa—
sn, maka tidak selgyalmya mengkaitkan Tergugat j —-—-

7. Bahwa dari apa yeng Tergugat dapat deri persidangan perkara -
ini dapat disimpulken bshwa perkara ini timbul dari upaya —
para kuasa/pengacard, dari baik Kuasa pertama maupun Limpshen
yang akhirnya pada Kuasa Penggugat wntuk memkayas# buken ———
demi kepentingan Hulkum dan Ke‘aiilz:ﬁ, tetapi hanya kepentingan
pribadi yang akhimya merugiksn para Pemggugat dan Tergugat 3

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang teleh dikemukeakean di atas, ——
Tergugat menilai dalil-dalil Penggugat, dan adalsh benar ———
berdasarkasn Fukum dsn Keadilen jika kemudien Majelis Hakim

- Memolak gugatan yang diajukan oleh Pemggugat atau setidake—

tidalnya menyatekan gugaten tidsk diterima j

- Membebankan biaya yeang timbul dalam perkara ini kepada —

Penggugat 3

- Ataupun memberikan putusan yang lain yang seadil~-adilnya $-
——— Menimbang, bahwa segala hal yang terjadl dalam persidangan
wntuk singkainya Majelis Hakim anggap telsh termuat dalam.

pertimbangan putusen ini 3

Menim'bané, bahwa pera Pihak tidak mengajuken hal-hal lain
lagi dan Majelis Hakim pun menganggap bahwa pemeriksaan telah —

gelesal dan selanjuinya skan memberikan putusamnya dengan —————

pertimbangan hulum seperti tersebut di bawsh ini j
| TINTANG PERTIMBANGAN HUKUN 1
Menimbeng, bahwa maksud gugatan Penggugat adalsh seperti -

tersebut di atas 3

- Menimbang, bahwa putusan ini menun juk semua penetapan~ ——-—
penetapan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara ——
Pemeriksaan Persidangan, Kesimpulan Penggugat dan Tergugat, dan-

segala sesuatu yang termuat di dalamya merupekan bahagisn dari
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putusan ini

—~—— Menimbang, bahwa dalam Pemeriksasn Persispan, Majelis ——
Eak:lm telah memberikan nasehat-nasehat untuk memperbaiki surat
gugatan kepada Penggugat dan dijelaskan dalam tenggang waktu —
30 hari Pehggugat harus sudsh memperbaiki gugatammya, sedang —

kepada Tergugat tolah dimintai tanggapannya atas surat gugatan

Penggugat 3

Menimbang, bahwa atas nasehat tersebut, Penggugat telah -~
memperbaiki gugatannya dalam tenggang waktu yamng ditetapken —
oleh Undang-undang, demikian juga Tergugat telah memberikan ———

Penjelasannya atas gugatmn Penggugat tersebut

~——— Menimbeang, balwa yang menjadi pokok sengketa dalam —————

perksra ini adalah § —

ae Surat Keterangan yang dikeluarkan Kepala Desa Ngenep, yang -
diketalmi Tergugat, bemasaxfkan pasal 3 Peraturan Menteri —
Pertanian dan Agraria Noe2/1962, yang tidak pakai teanggal, -
bulan dsn tahun, menerangkan tanah yang diuraikan dalam ——
Surat Ketetapsn Pajek Hasil Bumi, persil No.1l4 Blok d.III, -
Kohir No.627 luss : 63.505 m2, yang terletak di Desa Ngemep,
Kecamaten Karangploso, Kabupaten Maleng, adalash kepunyssn —
H. BAIDOWI (P.3) 3

be Surat Keterangm yang dikeluarkan Kepala Desa Ngenep, yang =
dike'bam;i Tergugat, tertanggal 23 Desember 1992 (uwntuk ————
memenuhi PP No.10/1961 dan PMPA No.2/1962), menerangkan ——
tanah bekas Hak Yasan Petok D Noe627, persil No.l4, jenis —
den kelas deIII, luas + 63+505 m2 yang terletak di Desa ——
Ngenep, Kecamatem Karangploso, Kabupaten Malang, adalah =
miliknya He BAIDOWI 3

ce Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan Kepala Dese
Ngenep yang diketalmi Tergugat, tertenggal 23 Desember 1992,

menexr eeosod

-
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nenerangkan atas permohoman s BENYAMIN TANIHAHA tanggal ————
22 Desember 1992, Riwayat Tansh Buku Leter C No.627, persil -
" Nos14, Kelas Tanah deIII, luas * 63.505 m3, yag terletak di

Desa Ngenep, Kecematan Karangploso, sejak tamm 1960 hingga -

saat ini tertulis atas nama s HAJI BATDOWI (P.4) 3 ——

de Surat Ketersngsn H» YOSUF, tertanggal 23 Desember 1932, yang
menyatekan tansh Petek Leter C No0.627 persil No.l4, yang ter—
letek di Desa Ngemep, Kecamaten Karangploss, tidek dalsm ——
sengketa (Pe6) 3 :

oo Alcta Jual Beli No.ll/XII/Karengploso/1992, tanggal

26 Desember 1992, yang dibuat Tergugat sebagai Pejsbat ——

Pembuat Akta Tansh (Pe7) 3
——— Menimbang, bahwa obyek gugaten Penggugst butir a, b dan ¢
tersebut di atas, berdasarksan pasal 25 FP No0.10/1961 jo pasal 3
Peraturen Menteri Pertanisn den Agraria No.2/1962 adalah dibuat

Kepala Desa yeng kemudian dilnia,:hkan oleh Camat 3 e
Belwa Surat Ketermngen yang dibuat Kepala Desa (butir ay b den
o) tersebut di atas baru mempunyai kelkuatan hulum setelah —e———
diluatken oleh Cemat/Tergugat, sehingga dengen demikiam final —
deri Surat Keteranga tersebut adaleh setelsh dikuatken oleh —

Tergugat $

Bahwa oleh karena finslnya Surat Keterangan yang dibuat Kepala -
Desa térsebu.t setelah dikuatksn oleh Tergugat, sehingga dengan -
demikisn Tergugat didudulican sebagai Tergugat dalam obyek gugati-
an Penggugat butir d, b den ¢ di atas dengan tidak mengikute e
sertakan Kepala Desa sebagal Tergugat adalah telsh sesuai dengan
ketentusn Undang-umdeang Nomor 5 Tam 1086 3

Menimbeng, behwa obyek gugatan Penggugat btutir d ( surat -
Keterangan Haji YOSUF) bukanlah merupaken Keputusan TUN yang —

dikeluarksn oleh Balan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga~

ge%m......
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dengan demikien gugatan butir 4 ini tidak menjadi obyek gugaten

di Pengadilan Tata Usaha Negara, oleh karena mana gugaten butir

4 (Surst Eeterengen He YUSUF) tidak dapat diterima
———— Menizbang, bahwa obyek gugatam Akta Jusl Beli No.ll/XII /

Karangploso/l992 tanggal 26 Desember 1992 dibuat Tergugat ———

selsku Pejabat Pembuat Akte Tenah 3

Balma memurut pasal 5 PP No.10/1961 jo Surat Hieren Menteri —
Pertenien den Agraria tanggal 21 April 1992, selama untuk satu
Kecamata belum diangkat Pejebat Fembuat Akcta Tansh (PPAT) ymaka
kerena jsbatennya selalu Kepala Wilaysh Kecamatan, Camat ————-
disngkat sebagai FPAT

e Menimbang, balwa skta yang dibuat Tergugat selaku FPAT —
yang diperiksa oleh Pengadilar Tata Ussha Negara buken masalah
jual belinya, melainkan yang diperiksa den diadili adalah  ———
masaleh prosedural yang dilalkuken dalem rangka menerbitkan Aktae
Tuel Beli tersebut, spskak telah Sesuai dengan Aturan Desar —-—
yang mengatur penerbitan Akta Jual Beli tersebut atam tidak 3—
e Menimbeng, balwa berdesarkan uraian tersebut di atas, —-
dengen demikian obyek gugatan Penggugat butlr a, by c dan € —
torsebut di atas alalsh merupskean keputusan TN yang dapat ———

digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara §

—me— Monimbang, bahwa gugatm Penggugat diterima di Pengadilan
Tata Ussha Negara Sursbaya pada tanggal 24 Pebruari 1993, ——
sedang obyek gugatan butir a, by o dan e tersebut di atas ———-
adalah tertanggal 23 Desember 1992 den tanggal 26 Desember 1992,
sehingga dengen demikian gugatan Penggugatl diajuken di Pengadil~-
an masih dalam tenggang waktu sesual pasal 55 Undang-undang —-—
Noe5 Talun 1986 ;3

—— Memimbang, bahwa ates dalil gugaten Penggugat di atas ———

pada pokoknya Tergugat tidek membantah dalil-dalil gugatam ——

PM.OO‘0.00

\_, B
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Penggugat, namm Tergugat menyataken bahwa Penggugat hanya

menoari-cari kesalahan aiministrasi yeng terdapat dalam Akta ——
Fual Beli No.1l/XIT/Karangploso/1992 3

Bahwa Tergugat menystaken, Alcta Jual Bell No.11/XII/Karangploso/
1992 dibuatnya berdasarkan

1. Surat Pernyatasmn Berssma tertanggal 1 Desember 1992, yang ——
dibuat di bawsh tengan oleh SATERDJAN selaku Kuasa NURUL HUDA
sebagei Pihak Pertama dengen MAS ISMAN HADIWIYATNO, BA selaku
Kussa H.YUSUF sebagai Pihak Kodua (Tel yang dilampirken dalam
Jawsbannya) yeng memerangkan, Pihak I melepasken tanggmg ——
jawalnya dalam penyelesaian jual beli tanah sengketa, pihak -
IT tidak aken memmtut Pihak I atas pengambilan uang muka:. ——-

Rpe 32+000.000,~ penjualan tenszh sengketa 3

2. Surat Keterangan dan Pernyatamn di bawah tangan oleh Notaris-

PRAMJ HARYONO SH, tertanggal 26 Desember 1992 ;
Balhwe Surat Keterangam ini dilampirkan dalam Jaweban Tergugat
diberi tanda Te2, yang menerangkan antara NURUL HUDA dkke -
dan Kuasanya bersama He YUSUF dan Kuasanya telah mengadskan -~
perdameien antara pihak-pihak pada tanggal 1 Desember 1992 j-
——— Menimbang, balwa wntuk menguatken dalil-dalil gugatannya ,
Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang telah -

dibubuhi materai secukumya bertanda Pel B/d. P.33 dan satu orang

selsi bernema i Sertu SLAMET WIDOLO, yeng telsh memberiken

keterangen di bawah sumpsh 3} -

Bahwa atas bukti Penggugat Tel s/d P.33 tersebut dam keterangan-—

Seksi Sertu SLAMET WIDODO, Tergugat membenarkamnya j
Bahwa bulkti Penggugat Pely Pe2, Pe28y Pedy PeT 8/d P.18, Pe20, -
P.21, P.2la, Ps28 5/d Pe33 telah disesuaikan dengan adelinya ai

persidangan 3

Balmra bukti Penggugat Pe3, Pe5 dan Pe6 Penggugat tidak dapat —

menun so000e0
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menmumn jukican aslinya di persidangan, karena asli bukti tersebut -
berada di tangan Tergugat 3

Belwa setelsh bukti Ps3, Pe5 dan Pe6 dikonfirmesikan dengan —
Tergugat, Tergugat membenarkean: aslinya ada pada Tergugat dan ——
berjanji pada acara pembuktian Tergugat akan menmunjukken aslinya
bukti tersebut

Menimbang, bahwa setelah acara pembulctien, Pengadilan -—~—-
telah memberikan kesempaten yang seluas-luasnya sgar Tergugat —
mengajukan bukti-bukti dalem perkara ini, akan tetepi kesempatan
tersebut tidak dipergunskan Tergugat dan ia Tergugat menyatakan
tidak akan mengajuksn bukti-bukti delam perkara ini serta
demikisn pula halnys bulti Penggugst Pe3Jy Ps5 dem P yang telsh
di janjiken sebelumysa tidsk juge dibawa aslinya di persidangan $
———— Menimbeng, behwa oleh karena bukti Penggugat Pe3, Pe5 dem

Po6 aslinye als paia Tergugat serta dibenarken oleh Tergugat, —
sehingga walaupun asli bukti ini tidek dapat diperlihatkan di —
persidangan, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagal bukti -
yeng sempurna untuk dipertimbangkean 3
Bahwa bukti Penggugat Pel9, Pe22 s/d Pe27 aslinya tidek dapat —

diperlihatkan oleh Penggugat di pereidangan, sehingga bukti= ——
bukti tersebut tidsk dapat dipertimbangikan sebagai bukti yag —

sempurna $ .
e Mmimbang, behwa dari Jaweb~Jinawasb den Kesimpulan Kedua -
belsh pihak serta bukti~bulti yang diajuksn Pihek Penggugat, —

naksa ditemukenlsh fRkta-fBkta sebagal berikut

- bahwa tansh bekas Hak Yasen Petck D Noe627, persil No.l4,kelas
taneh doIIT, luas + 63.505 m2 yang terletak di Desa Ngenep, —
Kecamatan Karangploso, Kabupaten Malang, telah pernsh terjadl

sengketa perdata wmtara Ny. Ho ROCHMAH dengsn Penggugat, dan -

atas sengketa tersebut telah diputus oleh s

1. Pengadilopececee
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1. Pengadilen Negeri Malang tanggal 11-8-1988 (Pe8) § e
2+ Pengadilan Tinggi Jawa Timur, taggal 8-12-1988 (Pe9) ;—
3o Mahkemsh Agung RI, tanggal 31-8-1991 (P.10) ;

bahwa atas sengketa termebut, kedua beleh pihek sepakat wntuk
mengakhird dengan jalen perdameizn pada tenggal 8-2-1989 di —
hadapan Notaris PRAMU HAKYONO, SH dengan Akte Perdamaisn ———
Noe.46 yang isinya t Penggugat berjanji menyershken uang ——-——
Rp.20.000.000,~ kepada He ROCHMAH selambat-lambatnya 2 bulan -
sejek penandatanganen Akla Perdamaian ini ditembsh dengan —
Rpe10.000,~ setiap 10 hari seksli sebagal pengganti kebutuhen-
sehari-hari Ny. HeROCHEMAH 3 : ' —

bahwa dengan dileksanskamnya pesbayaran umg tersebut,

X
N'.» H.ROCHMAH berjanji tidak alen meminta tamsh sengketa yang-

gkan dijual tersebut (Pell) 3
bahwa atas Akta Perdamaian dengan Putusan Mahkamsh Agung RI —
tersebut, Ketua Mahkamah Agung dengen surstnya tertanggal ——
19-8-1992 memberikan petunjuk menysteian behwa yang dilsksana~
kem adalah Akta Perdamaian, bukan Putusan Mahkamsh Agung (Pe12)3
bakwa sebelum Akta Perdamaim Foe46 dilakseanakan, NyoH. ROCEMAH
neninggal dmnia pada tanggal 6-6-1990, sehingga MUK e
nelakseanakan Akcta Perdsmsian tersebut adaleh shli waris dari-
Ny. H.ROCHMAH alm. yeitu 3 T, Nyo H.NAFSIAH, 2. Ny.H. SOPIYAH,
3, NyeHoZARNAB, den 4 Nye HoMATMUNAH, dengan menerbitken ——
Perubshen/Pembetulan Mita Perdemaian Noe54 (Pel3 )3

balwra Akta Perdamaian tersebut teleh di).eksanakan keduna belah
pihak 3
bahwa He NAFSIAH, He ZATNAB, HoSOPIYAH, H.MATMONAH den

H,CHOLIMAH, masing-masing membuat pernyatasn di hadapan ————
Notaris PRAMJ HARYONO, SH pada tanggal 17-9-1992 yang isinya~

menyatakan tidak keberatan tensh sengketa dijual 0leh e

wto'oocoooo
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Penggugat, sebagaimana tertumg dalam Surat Peryatam No.149,
150, 151, 152 dan 153 3

— bahwe benar Tergugat menerbitien Surat Ketermgan Tansh yang -

nenyatakan bahwa pemegang Hak etas tansh semgketa adalah ————

He BATDOWL § —

- bahwa yang membsyar pajek atas temsh sengketa adalsh HeMANSYOR/
NUROL HUDA 3

- bahwa bensr salah satu dari Penggugat yaitu NURJL HUDA e
nemberikan luasa kepada Le BUDI KUSUMANING ATIK,SH dean ———

SATERDJAN pada tanggal 20-11-1992 untuk nenyelesaikan penjual-

~en tanah sengketa §
- bahwa NURJL HUDA pada tenggal 4-12-1992 telah memogbut lkuasa =

yang diberikamya kepada SATERDJAN §

.. bahwa benar Tergugat membust Alcte Jual Beli No.11/XII/ Karang-
ploso/1992 antara H. TOSUF sebagai Penjual dengen BENYAMIN —
TANTHAHA sebegal Pembeli pada tanggal 26. Desember 1992 §———

— Menimbang, bahwa dengen adenya fekte-fRkta tersebut diatas,

sudah dapatksh dikatelkan bahwa Tergugat dalam menerbitken Surat-

surat Ketermgan Tensh dan Aicta Jual Bell Nos11/XII/Karangploso/

1992 bertentengan dengen Undang-undeang, atan penerbitanmnys =

melebihi wewenang yang ada padenys, ataukeh Tergugat telah ———

berbuat gewenang-wenang atau tidak 3
—— Menimbang, bahwa mtuk itu Pongadilan sken nempertimbang-
xamya berdasarkan pada FF Foe10/1961 jo Peraturan Menteri ——

Pertanim dm Agraria No.2/1962 sebagal berilart

— Bahwa menurut pasal 25 FF No.10/1961 jo pasal 3 PMPA No.2/1962
dinyatakan 3 Surat Keterangan mengenal ta_nah-tanah yang ———

pembukuarnya belum dilukuken, dibuat oleh Kepala Desa yang —

dikuatkan Cemat atas permintaan pemegang hak 3

— Bahwa untuk membuktikan pemegang hak atas temah adalah dengan

m];oooo.o
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tersetut §
- Bahwa yag berwewenang wntuk mengalihken hek atas tansh ialah

 pemegang hak atas tansh tersebut 3

e Maninbeng, balnwa tmeh petok D Nos627, persil Noeld, ——
luas + 634505 m2 yag terletak di Desa Ngenep, Kecamatam Karang-
ploso, sesual dengen felcta tersebut di atas, pernah terjadi ——

sengketa pexdata mtara HeFOCHMAH dengan Penggugat/Abhli Waris -
H. MANSYUR 3

Bshwa atas sengketa perdata tersebut telsh diputus oleh § ~———
1. Pengalilan Negeri Halangs tanggal 11-8-1988 (Pe8) § ——
2, Pengalilen Tinggi Jawa My, taggal 8-12-1988 (Pe9) §—
3o Mahkameh Agung EI, tanggal 31~8-1991 (P.10) 3
Bahwa sebelum sengketa diputus oleh Mahkemsh Agung BRI, kedua —

belsh pihak sepakat memgakhirivsengketa dengen jalan damal yamg
dibuat di halapan Notaris PRAMJ HARY(NO, SH pada tanggal ——

8-2-1989 dengan Akta Perdamaian Noe46 (Pell) 3

— Tenizbang, balwa karena sengketa tersebut telah berdamad
den juga telah diputus oleh Mghkamsh Agung RI, maka gesual —
dengan Surat Ketua Mahkemah Agung RI tertanggal 19-8-1992 ———=
dinyatakan bahwa yeng akan dieksekusi/dijaleankan adalsh Akta —
Pepdsmaian yang dibuat oleh para pihak di hadspan Notaris(P.12)}
Bahwa isi Akta Perdamalan No.46 pada pokoknya menyateken, ———
Penggugat berjanji menyerahksn uang Rpe204000.000,~ ditambah —
Rpe104000,~ setisp 10 hari sekall kepada He BOCHMAH sebagei ——
pengganti kebutuhen sehari-bari He ROCHMAH 3

Beiwa dengan dilaksanskannys isi Alcta Perdameian Noed6 ini, —
H. ROCHMAE tidak keberatan taneh sengketa dijual oleh Penggugats

Bahwa sebelum Akta Perdamaian Noe46 dilaksenaken, He ROCHMAH ——

meninggeleesese
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neninggal dunid, sehingga pelaksanaamn Akte Perdamaisn tersebut -
dilanjutkan peleksanammya oleh shli warisnya yaitu 3 H.NAFSIAH,
ﬁ; SOPIYAH, HeZAFNAB dan H.MAIMUNAH dengan perbaiken Akta Perda -
maian Noe46 menjedi Perbaikan/Pembetulan Alcta Perdemaian Nde 54

(Pe13) '3 .
Balwa Perbaikan/Peubetulan Akta Perdemaisn Noe54 tertanggal ———

8-9-1992 telsh dilaksansken oleh Penggugat kepada Tergugat §——

Menimbang, bahwa selain ahli waris HeROCHMAH yaitu
He NAFSIAH, HeSOPIYAH, He ZAINAB, Ho MAIMUNAE dan He CHOLIMAH ——

menyatakan tidak keberatan tansh sengketa dijual oleh Penggugat

dalam Akta Perdamaiun No.46/Pembetulan Perbaikan Akta Perdamaian
No.54, Jjuga membuat pernyataan di halapen Notaris PRAMJ HARYQNO,
SH tenggal 17-§-1992 dengan Pernyatam No.149, 150, 151, 152 dan
153 menyatakan tidelk keberatan tmah semgkeia dijual oloh
Penggugat (P14 s/d P.18) 3
——— Moninmbang, bakwa p— dengan pasal 25 PP No.10/1961 jo -

pasal 3 PMPA Noe2/1962 yeug menyatakesn bahwa untuk membulktiken —
status tansh yang belum dibukukan, dibuktiken dengan surat tanda

bukti pembgyaran pajak hasil bumi
Bahwa sesual dengan bukti Pembayaran Turen Pembangunsan Daersh —

(IPEDA/PEB), yeng membayar pajak atas temsh sengketa adalah ——
He MANSYUR/ NURUL EUDA (Pe2, Pe2d, Po32 dan Fe33) 3

Menimbang, behwa Terguget dalam Jawsban, Duplik dan
Kesimpulammys membenarkan ikta Perdamaian No.46, Pembetulan/ ——
Perbaiken Akta Perdamaian Noe54, Surat Pernyatasn Ahli Waris ——-—
He ROCHMAH Noe149, 150, 151, 152 dan 153, akan tetapi Tergugat —
juga membuat/menerbitken Alrta Jual Beli No.1l/XII/Karangploso/—

1992 tanggal 26 Desenber 1992 dengan alasan berdasarkan _
le Surat Permyataan tertanggal 1-12-1992 (Lampiran Jeawaben —e——

Texrgugat, Tol) 3

2e &n‘at::o"c XY
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2, Surat Keterangan den Pernyatazn Notaris PRAMU HARY(NO 3 SH. e
tertenggal 26-12-1992 (Lampiren Jawsben Tergugat Te2) j——
Behwa Lempiren Jawsben Tergugat Tel dan Te2 yeang menjadi dasar
Tergugat. dalan menerbitkan: Akte Jual Beli No.1l/XII/Keragploso/
1992 tanggal 26 Desember 1992 adalah Akia dibawah tangan $————
Menimbang, bahwa oleh karena dasar Tergugat menerbitkan: -
Acta Jual Beli No.l1l/XII/Karangploso/1992 temggal 26-12-1992 —

adalsh Akta dibawsh tangan, sehingga adalsh tidek beralasan ——

apabila Tergugat mengesampingkan Akta-akta Mathentik yeng telah
diketshui sebelumya (Akta Perdemaian Nde46, Pembetulam/ ———

Perbaiken Alcte Perdemaisn Noe54, Akta Pernyatasn No.149, 150, -

151, 152 dan N6e153) 3
——— Meninbeng, bshwa berdasarken alasan-alesan pertimbeangan -
tersebut di atas, meka yang menjadi. pemegang hek ates tanah ——
persil Noel4 Petok D Noe627, luas + 63.505 m2 yang terletak di

Desa Ngenep, Kecaratan Karangplosa, alalah Penggugat: (Pe2, Psgaﬁj{

Fo32, Pe33, Poll, Pel3 8/d Fol8) j e o,
~——— Menimbang, bahwa oleh karemna Penggugal adalsh pemegeng ——
hak atas tanah sengketa, meka dengan demikian perbuaten Tergugat

yang menerbitken

17 Mcta Jual Beli No.1ll/XII/Karangploso/1992 tanggal

26 Desember 1992 atas permintasn orang yang tidek berwenang
(H. YUSUF) adalsh bertentangen dengan pesal 28 FP Noe10/19613
o) Surat Keterangen (Berdasarkan pasal 3 Peraturem Menteri —
Pertenim den Agraria Noe2/1962),yeng tidek pekai tenggally——
bulan dan telnm, yang menerangken beshwa temsh yeng terletak-
a1 Desa Ngenep, Keoamstan Karangplosd, Petok D Noe62T,pdrsil
Nds14, luss + 634505 n2 alaleh kepunyaan HeBAIDOWIL adalch ——
bertentangen dengen pasal 25 PP NGs10/1961 jo pesal 3 FPNEA -

Noe2/1962 3
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3. Surat Keterangen tertamggal 23 Desember 1992 yang menerangicen
tensh bekas Hak Yasan Petok D NGe62T, persil Noel4 luas + ——

" 63.505 m2 yang terletak di Desa Ngemep, Keoamatan Karangploso,
adalsh milik H.BATDOWT, adalah bertentangan dengsn pasal 25 -

PP No310/1961 jo pasal 3 FMPA Nde2/1962 3

4. Sarat Ketersmngen Riwayat Tensh tertanggal 23 Desember 1952 —
yeng menerangkan riweyal tansh Buku Leter C Nde62T, persil —
Nds14, luas 63:505 m2 yang terletek di Desa Ngenep, Keoamatam
Kerangplosd, sejak talm 1960 hingga saet ini tertulis: stas: -
nema ¢t Haji BATDOWI adalsh ‘bertent‘mgan_ dengen pasal 25 FP —-

| NdJ10/1961 jo pasal 3 PMPA Nd2/1962 §

——— Tenimbeang, bubwa oleh karena Surat-surat Keterangan tenah-
sengketa dan Akta Jual Beli No:11/KII/Karangploso/1992 tersebut
diatas alalsh bertentangan dengsn pasal 25/, 28. PP Nde10/1961 Jo -
pasal 3 PHPA Nde2/1962, dengen demilian Supat-surat Keterangen -
tansh sengkets dan Acta Jual Beli tersebmt distes adalsh batel 3
o Veninbend baiwa berdasarken uraien pertimbanga-pertinbang-

a tersebut diatas‘; dengan demilcien gugatan Penggugat petitum —

engka 3 tutiz dy ¥y © den & dapet ddksbullam §
——— HNeninbang; belra oleh kavens gugaten Penggugat adkebmlken:
sebagiad, meka ngkos perkave yang ‘timbul delem pericera ini —
aibebenksn kepada Tergugst 3

Menginga:t aksn pasel-pasal Undang-undeng Nomor 5 tanm ———
1986,- pasal 25, 28 PP N¢e10/1961 jo pasal 3 FMPA Nde2/1962 serta
peraturan~peraturan perund ang-md. engen lainnya yang berkenaan —

dengen perkara ini 3

MENGADILI ¢

1. Mengsbulken gugatan Penggugat wtuk sebagian
5. lenystesan gugata Penggugat petitun angks 3 tutir d tidek —

dapat diterima }

30 Me_lga.‘bakg ooo«v
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3e Menyatakan &

de Surat Ketermgan (Berdasarkem pasal 3 PMPA No.2/1962) ——

tidak pekal tanggal, bulen dan tam, adalsh batal j

be Surat Keterangan Riwayat Tamsh tertanggel 23 Desember —
1997, adalsh batal ;

oe Surat Keterangen (Untuk mememmhi PP Noe10/1961 den PMPA -
NGe2/1962) tertanggal 23 Desember 1992, adaleh batal y—
& Mcta Jual Beli Noell/XIT/Karangploso/1992 tertanggal ——
26 Desember 1992, adaleh batal 3

R

4o Menolak gugatan Penggugat selebilnya ;

5 Menghukum Tergugat wtulk membayar: angkos yang {$imbul dalam -
perkara ini, yang hingga saat ini Jamlemya Rpe 604200y— —
(Fram pulub ritu dua ratus Tupish)e :

- Demikismlah diputus dalam rapat musyewarzh Majelis Hakim-
pada hari : SABTU, tenggal 11 DESEMEER 1993 oleh kami ¢ AINAN -
SATNAN, SH selalu Ketus Majelis, ISNORHART, SHiden SANTER ~ —-
SITORIS, SH selakm Waldnhggo#& puatusen mene diuocapican-
dalam sidang terbuka wntuk umum pada hari m tenggal ¢ —
13 DESEMBER 1993, oleh Majelis Hekim yeng % dengen aibantu -
oleh : Drde SAMPIRIN HADT S. seleku Panitera Pengzantt, dengen

dibadiri oleh Kuasa Penggugat dan Pihek Terguga.'ﬂ:‘

Penitera Pengganti 't
W

Drse SAMPIRIN HADI Se

Perincian Bisya Perkaraeds
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Perincian Bisys Perkara s

1s Bisya Panggilen ¢ R 58‘>’.md,_
JeRedaksi + Bpe 1eDOQ,—
3¢ Neteral s B Teboo, DOg,=

Jumla H.d‘ﬁ.i.’....y*.xt Rﬁ}’ m;' -

(( Eem Pulu Ritm Dus atus” Bapiah)l

ATATAN =

Dicatat disini belwa putusan ini telah mempunyei kekuaten Hvicum-
yeng tetap oleh karena: pihak Penggugat maupun Tergugat sampai -~
batas waktu yang ditentukan yaitu selama 14 (empat belas) hari -
tidak menyatakan banding

PANITERA PENGGANTT ,

b

Dra.. SAMPIRIN HADI.S
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